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ABSTRAK 

EV ALUASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA 

Arif Siswadi 
syaugi.siswadi@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Tesis ini berjudul Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) Provinsi Kalimantan Utara. Pennasalaham yang dihadapi, diantaranya LPPD 
Provinsi Kalimantan Utara belum menunjukkan gambaran penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang sesungguhnya. Selain itu juga. Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara 
cenderung mulai aktif dan perduli dalam pengisian kuisioner LPPD menjelang akhir dan awal 
tahun saja. Adapun teori yang digunakan untuk membahas evaluasi penyusunan LPPD 
Provinsi Kalimantan Utara adalah teori Model evaluasi CIPP oleh Daniel L. Stuffiebeam 
dalam Arikunto (2008: 40), yang menyatakan bahwa model evaluasi CIPP, terdiri dari empat 
komponen evaluasi yaitu: Context, Input, Process dan Product. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mendalami dan menganalisis evaluasi 
penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari basil pengamatan dan 
wawancara dengan Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Nasional 
EPPD. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dari Sekretariat Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hat evaluasi konteks, penyusunan LPPD Provinsi 
Kalimantan Utara merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara 
teknis masih diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ 
kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat. Oukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini 
tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam 
Negeri dan adanya kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi, dan konsultasi, namun belum 
terlaksana secara maksimal. Evaluasi input diperoleh basil, bahwa komitmen pimpinan 
perangkat daerah masih kurang maksimal, hingga duplikasi laporan sejenis yang sangat 
beragam, sedangkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana telah dialokasikan dan 
dilaksanakan. Terkait dengan evaluasi proses, pelaksanaan penyusunan LPPD disesuaikan 
dengan jadwal dan agenda yang telah disusun oleh Tim Penyusun LPPD. Keterlibatan 
personil dalam penyusunannya melebihi alokasi staf yang ditugaskan. Penggunan sarana dan 
prasarana telah diupayakan optimal sesuai dengan kemampuan pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara. Evaluasi produk, diketahui bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah 
disampaikan kepada pemerintah pusat secara tepat waktu, namun demikian dari sisi validitas 
laporan yang dihasilkan, belumlah sepenuhnya valid. 

Kata kunci : Evaluasi, Laporan, CIPP. 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF THE PREPARATION THE REPORT ON THE IMPLEMENTATION 
OF REGIONAL GOVERNMENT (LPPD) OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE. 

Arif Siswadi 
syauqi.siswadi@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesian Open University 

This thesis is entitled Evaluation of the Preparation of the Report on the Implementation of 
Regional Government (LPPD) of North Kalimantan Province. The problems faced, including 
the LPPD of North Kalimantan Province, have not yet shown a picture of the actual 
implementation of regional government. In addition, the North Kalimantan Provincial LPPD 
Compilation Team tends to be active and caring in filling out the LPPD questionnaire 
towards the end of the year. The theory used to discuss the evaluation of the preparation of 
the North Kalimantan Province LPPD is the theory of the CIPP evaluation model by Daniel 
L. Stufflebeam in Arikunto (2008: 40), which states that the CIPP evaluation model consists 
of four evaluation components, namely: Context, Input, Process and Product. 
This study uses a descriptive method with an inductive approach. The purpose of this study is 
to describe, explore and analyze the evaluation of the preparation of the LPPD of North 
Kalimantan Province. The data used in this study are primary data and secondary data. 
Primary data is processed from observations and interviews with the North Kalimantan 
Provincial LPPD Compilation Team and EPPD National Team. While secondary data 
obtained through documents from the Regional Secretariat of North Kalimantan Province. 
The results showed that in tenns of context evaluation, the preparation of the North 
Kalimantan Province LPPD was mandated by Law Number 23 year 2014 and technically still 
regulated in Government Regulation Number 3 year 2007 concerning LPPD to the 
Government, LKPJ to the DPRD and ILPPD to the Community. Physical support in the 
preparation of the LPPD is contained in the guidelines for the preparation of the LPPD issued 
by the Ministry of Home Affairs and the existence of technical guidance, facilitation and 
consultation activities, but has not been carried out optimally. The evaluation of input was 
obtained, that the commitment of the leadership of the regional apparatus was still not 
maximal, until the duplication of similar reports was very diverse, while in tenns of the 
provision of facilities and infrastructure had been allocated and implemented. Related to 
process evaluation, the implementation of LPPD compilation was adjusted to the schedule 
and agenda prepared by the LPPD Compilation Team. The involvement of personnel in its 
preparation exceeds the assigned staff allocation. The use of facilities and infrastructure has 
been sought optimally in accordance with the capabilities of the government of North 
K.alimantan Province. Product evaluation, it is known that the North Kalimantan Provincial 
LPPD has been submitted to the central government in a timely manner, but in tenns of the 
validity of the report produced, it is not yet fully valid. 

Keywords: Evaluation, Reporting, CIPP. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAIIASAN 

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara 

Secara geografis Provinsi K.alimantan Utaramemiliki luas wilayah adminsitratif yaitu ± 

75.467,70 Km', terdiri dari : 

a. Kabupaten Bulungan : ± 13.925, 72 Km' 

b. Kabupaten Nunukan : ± 13.841,90 Km2 

c. Kabupaten Malinau : ± 42.620,70 Km' 

d. Kabupaten Tana Tidung :± 4.828,58 Km' 

e. Kola Tarakan :± 250,80 Km2 

Saal ini memiliki 50 kecamatan dan 35 keluraban dan 447 desa, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Kabupaten Bulungan : I 0 Kecamatan, 7 keluraban dan74 desa. 

b. Kabupaten Nunukan : 16 Kecamatan, 8 keluraban dan 232 desa. 

c. Kabupaten Malinau : 15 Kecamatan dan I 09 desa. 

d. Kabupaten Tana Tidung 5 Kecamatan clan 32 desa 

e. Kola Tarakan 4 Kecamatan dan 20 desa. 

Provinsi Kalimantan Utara berada di Pulau Kalimantan atau yang sering disebut sebagai 

Pulau Borneo (Borneo Island), yang merupakan bagian dari wilayah Benua Asia 

Berdasarkan garis bujur dan garis lintang bumi, Provinsi Kalimantan Utara terletak pad.a 
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68 

antara 3o 12' 02" - 3° 46'41" Lintang Utara (LU) dan 116° 42' SO" -117' 49' SO" Bujur 

Timur. 

Letak geostrategis Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan : 

a. Batas Utara 

b. Batas Selatan 

c. BatasTimur 

d. Batas Baral 

: Negara Malaysia Bagian Sabah 

: Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan 

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. 

: Laut Sulawesi 

: Negara Malaysia Bagian Serawak 

Perbatasan sebelah utara dengan wilayah Negara Bagian Sabah (Malaysia), dan 

sebelah barat dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia), dengan garis batas pada dua 

wilayah tersebut sepanjang ± 1038 km. Di sisi Timur, berhadapan langsung dengan laut 

Sulawesi, menjadikan provinsi ini dilewati oleh Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALK.I 

II) yang menjadi jalur kapal dari Kawasan Asia masuk ke Indonesia dan sebaliknya. 

Oleh karenanya, Provinsi K.alimantan Utara menjadi pintu gerbang wilayah utara 

Indonesia clan menjadikannya sebagai bagian strategis pertahanan nasional. Sedangkan 

di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten yang termasuk pada wilayah 

pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. 

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 729.128 jiwa (sumber : SIAK 

Dukcapil Kabupaten/Kota), terdiri dari Kabupaten Bulungan ± 1S3.004 jiwa, Kabupaten 

Malinau ± 84.471 jiwa, Kabupaten Nunukan ±..214.718 jiwa, Kabupaten Tana Tidung ± 

24.471 jiwa dan Kola Tarakan ± 2S2.464 jiwa. Jika dilihat persebaran disetiap wilayah, 

kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9,00 jiwa/km2 dengan Kota 

Tarakan dengan wilayah terpadat sebesar 996,00 jiwa!km'. Kabupaten Nunukan sebesar 
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15,00 jiwa!km', Kabupaten Bulungan sebesar 10,00 jiwa/km', Kabupaten Tana Tidung 

5,00 jiwa!km', dan Kabupaten Malinau sebesar 2,00 jiwa/km2• 

Dalam bidang ketenagakerjaan, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan 

pengangguran, dapat dideskripsikan bahwa jwnlah angkatan kerja di Kalimantan Utara 

pada Agustus 2017 mencapai 330.731 orang, bertambah sebanyak 42.209 orang 

dibanding angkatan kerja Agustus 2016 (288.522 orang). Penduduk yang bekerja pada 

Agustus 2017 mencapai 312.416 orang, bertambah sebanyak 38.993 orang dibanding 

keadaan pada Agustus 2016 (273.423 orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

pada Agustus 2017 mencapai 5,54 persen atau sebanyak 18.315 orang, mengalami 

kenaikan dibanding TPT Agustus 2016 sebesar 5,23 persen (15.099 orang). Lapangan 

pekerjaan terdiri atas: sektor pertanian, yang meliputi pertanian, tanarnan pangan, 

perkebunan, petemakan, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; 

sektor industri; sektor listrik, gas dan air minum; sektor bangunan, sektor perdagangan, 

restoran dan hotel; sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi; sektor keuangan, 

asuransi; sektor jasa-jasa; dan sektor lainnya. Jika dilihat menurut sektor, maka yang 

banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sebesar 26,70 persen, berikutnya 

adalah sektor jasa sebesar 26,24 persen dan sektor perdagangan sebesar 21,31 persen. 

Dari sebanyak 312 ribu orang yang bekerja pada Agustus 2017, status pekerjaan 

utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan yaitu sebanyak 168 ribu orang 

(53,85 persen), diikuti berusaha sendiri sebanyak 60 ribu orang (19,35 persen), pekerja 

keluarga/tidak dibayar sebanyak 28 ribu orang (9,02 persen) dan berusaha dibantu buruh 

tidak tetap sebanyak 28 ribu (9,02 persen), sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas 

di pertanian sebanyak 7 ribu orang (2,30 persen). 
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Terkait dengan transmigrasi, data penempatan transmigrasi dari Tahun 1972 sampai 

dengan 2017 sebanyak 12.065 KK atau 45.204 jiwa. Jumlah warga transmigrasi yang 

telah definitive sebanyak 8.363 KK atau 32.565 jiwa dan yang belum definitive atau 

belum mandiri sebanyak 3.702 KK atau 12.639 jiwa Selanjutnya dari Hasil Monitoring 

dan Evaluasi Ketransmigrasian yang dilaksanakan dalam Tahon 2017 ini, masih banyak 

ditemukan pennasalahan-permasalahan Transmigrasi yang seharusnya menajdi 

perhatian khusus dari Pemerintah maupun Sektor-sektor yang berkaitan dengan 

ketransmigrasian. Pennasalahan yang paling banyak terjadi yaitu mengenai Serifikat 

Kepemilikan Lahan Warga Transmigrasi. Masih banyak Lokasi Transmigrasi dengan 

Penempatan 10 bahkan 11 Tahun yang lalu namun sampai saat ini masih belum 

memiliki Sertifikat Lahan. Selain itu, terdapat Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan 

dengan Perusahaan maupun dengan Kelompok Tani wilayah Lain. Padahal lahan 

tersebut telah dinyatakan Clean dan Clear sebagai Lahan Transmigrasi.. 

Tahapan Pengembangan Transmigrasi meliputi Tahap Penyesuaian, Tahap 

Pemantapan, dan Tahap Kemandirian. Dalam Tahap Pemantapan, warga Transmigrasi 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan. 

Dari Hasil Monev ditemukan permasalahan hasil produksi yang tidak berkembang yaitu 

dikarenakan Jenis Tanaman yang ditanarn tidak cocok dengan Laban yang ada, 

Gangguan binatang yang merusak tanaman, dan kurangnya Pelatihan Pertanian. Jika 

Warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka Lokasi Transmigrasi 

tersebut tidak. akan mandiri. Selain masalah Laban, masalah sarana dan Prasarana juga 

menjadi persoalan penting. terdapat sekolah yang Bangunannya tidak layak, kurangnya 

fasilitas pendidikan seperti Kursi, Meja, Alat Tulis dan Buku-Buku. 
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Diperlukan Jaringan Komunikasi yang aktif antara Kepala Unit Pemukiman 

Transmigrasi (KUPT), Dinas Yang menangani Ketransmigrasian di Kabupaten, dan 

Dinas yang menangani Ketransmigrasian di Provinsi. Agar setiap pennasalahan yang 

terjadi dapat segera ditemukan penyelesaiannya. Selain itu juga perlu dibuat Form yang 

wajib diisi oleh KUPT dan diberikan secara berurut setiap bulannya agar Dinas yang 

menangani Ketransmigrasian baik Kabupaten maupun Provinsi dapat rnengetahui 

lnformasi terbaru dari setiap UPT Binaan. Untuk Permasalahan Laban per!u adanya 

Pertemuan atau Rapa! dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun 

Perusahaan Agar dapat ditemukan titik temu yang menjadi pennasalahan dalam 

Pengurusan Sertifikat Lahan. 

Pennasalahan - Pennasalahan yang terjadi di Lokasi Transmigrasi harus mendapat 

perhatian lebih dari Pemerintah khususnya yang menangani Ketransmigrasian sehingga 

Pembangunan Saluan Permukiman tidak hanya mewujudkan Saluan Permukiman yang 

Layak Huni, namun juga Layak Usaha dan Layak Berkembang. Untuk Lokasi-Lokasi 

Transmigrasi yang masih dalam binaan, masih menjadi tanggung Jawab Dinas yang 

menangani ketransmigrasian. Namun untuk Lokasi-Lokasi Transmigrasi yang telah 

Definitif menjadi Desa maka telah menjadi tanggung jawab Dinas yang menangani 

Pembangunan Desa. Oleh karena itu diharapkan pada pihak-pihak terkait dapat 

bekerjasama dalam menyelesaikan segala pennasalahan yang terjadi dalam 

Pengembangan Daerah Transmigrasi sehingga Transmigrasi dapat berkembang sebagai 

satu Kesatuan Sistem Pengembangan Ekonomi Wilayah. 

Selanjutnya, terkait dengan perekonomian Kalimantan Utara Triwulan 1-2017 yang 

diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

 
43732.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



72 

mencapai Rp. 18,68 triliun clan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 

13,29 triliun. 

Kinerja Ekonomi Kalimantan Utara Triwulan 1-2017 mengalami pertumbuhan 

sebesar 6,17 person bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2016 (y-on-y). 

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa lainnya yang 

tumbuh sebesar 9,98 person. Sedangkan dari sisi pengeluaran, harnpir semua komponen 

juga mengalarni pertumbuhan, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor luar 

negeri. Adapun perubahan inventori satu-satunya yang mengalami kontraksi pada bulan 

ini. 

Kinerja ekonomi K.alimantan utara dari Triwulan I 2017 tumbuh sebesar 1,13 

person (q-to-q), melarnbat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini salah satunya 

disebabkan oleh adanya kontraksi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, 

Perahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar negatif 7,01 person. Selain itu juga terjadi 

perlarnbatan pertumbuhanpada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, 

dipengaruhi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mengalami koreksi 

yang cukup signifikan sebesar negatif 66,57 persen. 
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Selanjutnya, terkait dengan PDRB di K.alimantan Utara, dapat disajikan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.1 

PDRB Menurut lapangan Usaha Atas Dasa r Harga Berfaku dan 
Harga Konstan 2010 Trfwulan 11-2016, Trtwulan 1-2017, 
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struktur PDRB Menurut Lapangan Usaba Tabun 2016. 
mwuran 14017.diJ>. TrlWuJ.an 11-2011 (Persen) 
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Potensi sumber daya alam Provinsi Kalimantan Utara sangat melimpah, meliputi 

sumber daya alam dapat pulih (renewable resources) dan sumber daya alam talc pulih (non 

renewable resources). Sumber daya alam dapat pulih meliputi: sumber daya hutan, sumber 

daya pertanian, sumber daya perikanan dan peternakan, yang umumnya berupa sumber daya 

hayati berupa flora dan fauna. Sedangkan sumber daya tak pulih yang ada di wilayah ini 

meliputi: lahan/tanah, air, minyak dan gas bumi, batubara, emas, batu kapur, pasir kwarsa, 

pasir batu dan lempung. 
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Potensi lanaman pertanian di wilayah Provinsi Kalimanlan Utara, meliputi: 

lanaman padi dan palawija, tanaman hortikultura sayuran, lanaman hortikultura buah

buahan, lanaman hortikultura obat-obalan dan hias. Padi sebagaimana lanaman penghasil 

makanan pokok masyarakat Kalimanlan Utara produksinya terus ditingkatkan, melalui 

berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi. Satu diantara program tersebut adalah 

program food estate yang dicanangkan di Kabupaten Bulungan. 

Namun, hingga saat ini Provinsi Kalimantan Utara belum mampu berswasembada 

beras. Di Provinsi Kalimanlan Utara padi dibudidayakan di sawah dan di ladang oleh 

masyarakat, sehingga di wilayah ini dikenal padi sawah dan padi ladang. Salah satu padi 

lokal yang cukup terkenal di daerah ini adalah "Padi Adan", yang dibudidayakan oleh 

masyarakat Krayan di Kecamalan Krayan. Padi Adan dibudidayakan secara organik, 

memiliki cita rasa khas, baunya harum dan rasanya enak serta memiliki nilai jual yang 

tinggi di pasaran intemasional. Namun, perdagangan beras Adan keluar negeri, 

khususnya ke Malaysia dan Brunei Darusalam dilakukan secara nonformal (ilegal), 

sehingga masih dibutuhkan adanya kebijakan pendukung. Tanaman perkebunan yang 

banyak dibudidayakan di wilayah ini adalah kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, kakao, 

karet dan lada. Di wilayah ini lanaman perkebunan kelapa sawit merupakan lanaman 

perkebunan dengan potensi luas panen terluas dengan produksi dan produktivitas 

tertinggi. 

Tipe hutan yang ada di Provinsi Kalimanlan Utara adalah: (I) Hulan hujan tropis 

dataran rendah (lowland rainforest); (2) Hulan hujan tropis dataran tinggi (montane 

rainforest); (3) Hulan rawa gambut (peat swamp forest); (4) Hulan pantai dan hulan 

mangrove (beach and mangrove forest); dan (5) Hutan kerangas (heath forest). 
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Peruntukan hutan sesuai dengan jenis pemanfaatannya di Provinsi Kalimantan Utara 

terdiri atas: Rutan Produksi (HP), Hulan Produksi Terbatas (HPT), Hulan Konservasi 

(HK) dan Rutan Lindung (HL). Sebagai bagian paru-paru dunia Provinsi Kalimantan 

Utara memiliki luas hutan yang sangat luas, yakni seluas 7.685.409 ha. Kabupaten 

dengan kawasan hutan yang terluas adalah Kabupaten Malinau. Luas hutan produksi 

(tetap dan terbatas) Provinsi Kalimantan Utara adalah lebih dari 4 juta ha, yang terletak di 

Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Sedangkan Kota Tarakan 

tidak memiliki hutan produksi. Rutan lindung terdapat di semua Kabupaten/Kota yang 

ada di wilayah ini dengan luasan hampir l juta ha. Sementara luas hutan konservasi yang 

dimiliki Provinsi Kalimantan Utara adalah 1.318.437 ha, dengan luasan terluas berada di 

Kabupaten Malinau, karena Hulan Taman Nasional Kayan Mentarang sebagian besar 

masuk wilayah Kabupaten Malinau. Hulan Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan 

keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah. Vegetasi hutan dominan di wilayah ini 

antara lain adalah family Dipterocarpaceae. Sedangkan keanekaragaman fauna hutan 

meliputi kelompok mamalia, aves, hepertofauna dan insekta. 

Pada kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara terkandung keaneragaman jenis 

hasil hutan kayu dan non kayu, termasuk berbagai jenis hewan. Jenis basil hutan kayu 

yang sangat terkenal dari kawasan ini antara lain adalah Agathis, Ulin, Kapur, Meranti, 

Keruing dan Bangkirai. Sedangkan hasil hutan non kayu yang terkenal adalah rotan, 

madu dan gaharu. Di sisi lain, kawasan hutan wilayah ini juga memiliki berbagai jenis 

hewan yang sangat terkenal dari kawasan diantaranya adalah Owa, Bekantan, Enggang, 

Lebah Madu, Beruang Madu dan Burung Walet. 
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Hewan ternak dan unggas yang dibudidayakan di wilayah ini cukup beragam, 

meliputi sapi, kambing, kerbau, kuda, babi, ayam buras, ayam ras dan itik. Kambing, sapi 

dan babi dibudidayakan di semua kabupaten/kota yang ada di provinsi ini, namun untuk 

kerbau hanya banyak dijumpai di Kabupaten Nunukan, kbususnya di Kecamatan Krayan. 

Untuk ternak unggas ditemukan merata di semua kabupaten/kota yang ada di provinsi ini. 

Kegiatan penangkapan ikan di wilayah ini dilakukan masyarakat di laut dan di 

perairan umum, seperti sungai dan danau. Namun penangkapan ikan di laut umumnya 

hanya dilakukan pada wilayah laut kurang dari 4 mil laut, sehingga basil tangkapan ikan 

masih rendah (l.029,9 ton). Sedangkan budidaya ikan dilakukan masyarakat di kolam, 

tambak dan wilayah pantaillaut. Dengan produksi ikan budidaya 2017 adalah melalui 

budidaya di pantaillaut (16.445,5 ton). 

Potensi sumber daya minyak. dan gas bumi Indonesia tersebar pada 60 cekungan 

(basin), salah satu cekungan tersebut adalah cekungan Tarakan (Tarakan Basin) yang 

berada di Kalimantan Utara. Potensi minyak bumi pada cekungan Tarakan telah 

dieksplorasi dan dieksploitasi sejakjaman peajajahan dan terus dilakukan hingga saat ini, 

tidak terbatas di Pulau Tarakan, tetapi juga di wilayah lain yang ada di sekitar Provinsi 

Kalimantan Utara, seperti di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Sebagai 

hasilnya, secara umum produksi minyak. bumi di Provinsi Kalimantan Utara menurut data 

BPS dari Kabupaten Nunukan, Bulungan, dan Kata Tarakan (tabun 2009-2013) 

menunjukan kecenderungan semakin meningkat. Kecuali, produksi minyak bumi Kota 

Tarakan yang cenderung mengalami penurunan. Informasi ini memberi penguatan bahwa 

cadangan minyak di wilayah ini masih potensial untuk di eksplorasi, terutama pada 

wilayah lepas pantai (offehore) yang termasuk pada wilayah cekungan Tarakan. 
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Dua daerah Provinsi Kalimantan Utara yang secara nyata memiliki potensi dan 

menghasilkan gas humi adalah Kota Tarakan dan Kahupaten Nunukan. Produksi gas 

humi dari Kola Tarakan dan Kahupaten Nunukan secara keseluruhan mengalami 

peningkatan, tetapi produksi gas humi Kota Tarakan mengalami penurunan. Produksi gas 

humi tahun 2017 sebesar 2.796.35 rihu mmhtu 

Cadangan hatu hara ditemukan pada seluruh Kahupaten/Kota yang ada di wilayah 

Kalimantan Utara, yang berdasarkan Peta Potensi Energi Nasional yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (2004) potensi hatu hara di wilayah 

ini mencapai 626,20 juta ton. Potensi batu hara tersebut berada di Tenampak (Kabupaten 

Nunukan), Sesayap (Kahupaten Tana Tidung), Sajau dan Tanah Kuning (Kahupaten 

Bulungan). 

Menurut Dinas Pertarnbangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur (2011), 

surnher daya alarn hatu bara yang ada di Kahupaten Malinau mencapai lehih dari 110 juta 

m'. di Kahupaten Bulungan mencapai lehih dari 1.345 juta m3
, dan di kahupaten 

Nunukan mencapai lehih dari 90 juta m3• Batu hara juga ditemukan di Kahupaten Tana 

Tidung dan Kota Tarakan. Berdasarkan data BPS dari Kahupaten Bulungan, Malinau, 

Nunukan dan Tana Tidung diketahui hahwa pada tahun 2009 hingga tahun 2012 produksi 

batu hara di wilayah ini cenderung mengalami peningkatan. Di Kota Tarakan tidak 

dilakuk:an ekploitasi batu hara karena Kota Tarakan berada pada ekosistem Pulau Kecil 

yang rawan terhadap kerusakan lingkungan. Ada pun total produksi hatu hara Tahun 

2017 sebesar 17.623.000 ton. 

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi suniber daya geologi emas yang 

cukup besar. Cadangan emas Provinsi Kalimantan Utara belum diketahui secara pasti, 
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karena eksplorasi intensif belum dilakukan. Di wilayah Kabupaten Bulungan potensi 

emas Kalimantan Utara ditemukan di Kecamatan Peso clan Kecarnatan Sekatak. Bahkan 

telah dibuktikan dengan aclanya penambangan emas tradisional oleh masyarakat di 

Sungai Long Yin Kecamatan Peso clan Kecamatan Sekatak. Kualitas emas basil 

penambangan masyarakat di wilayah ini cukup tinggi, yakni setara dengan emas 23 karat. 

Di wilayah Kabupaten Malinau potensi emas ditemukan di daerah Long Top, 

Kecamatan Sungai Bob. Potensi emas di Kabupaten ini tidak hanya ada di wilayah 

Kecarnatan Sungai Boh, melainkan tersebar hampir di seluruh kawasan perbatasan 

(dengan Malaysia) terutama di daerah "Apo Kayan", yang mencakup Kecarnatan Kayan 

Selatan, Kayan Hilir, dan Kayan Hulu. 

Di Kabupaten Nunukan sumber daya alarn emas ditemukan di Gunung Seruyung. 

Berbeda dengan di Kabupaten Bulungan dan Malinau, penarnbangan emas di Gunung 

Seruyung dilakukan oleh Badan Usaha PT. Sago Prima Pratama (SPP) yang merupakan 

anak perusahaan PT. J. Resources Tbk. Potensi kandungan emas Gunung Seruyung 

dilaporkan 2,8 gram dalarn tiap l ton batuan. Dimana dalarn luasan 3.600 ha lahan di 

daerah ini caclangan emasnya mencapai 400.00 troy ons. Adapun jumlah produksi Emas 

Tahun 2017 sebesar 2.778 Kg. 

Potensi bahan galian (mineral) yang ada di Kalimantan Utara meliputi: Andesit, 

Felsfar, Pasir Batu, Lempung, Batu Garnping, Granodiorit, Bond Clay dan Pasir Kwarsa. 

Potensi mineral (bahan galian) yang cukup besar adalah pasir kwarsa, lempung dan batu 

gamping. Ini berarti wilayah ini memiliki potensi bagi investasi pabrik kaca, cat, kapur 

dinding dan aneka kerajinan berbahan lempung. 
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Potensi bahan galian (mineral) lempung dan batu gamping terdapat di Kabupaten 

Bulungan, Nunukan dan Malinau. Potensi terbesar adalab pasir kuarsa yang terdapat di 

Kabupaten Nunukan (1.000.000.000 m3). 

2. Gambaran LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

Dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya organisasi pemerintahan 

penyusunan dan penyajian sebuab laporan menjadi bagian dari aktifitasnya. Laporan 

penyelenggaraan pemerintab daerab sebagaimana dijelaskan diatas, lebih lanjut diatur 

dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab. 

Lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintab Nomor 3 Tabun 2007 

tentang LPPD kepada Pemerintab, LKPJ kepada DPRD dan Infromasi LPPD. Laporan 

dimaksud bertujuan untuk mempermudab dalam dalam mewujudkan pelaksanaan 

otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, 

bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Laporan dimaksud disampaikan 

kepada pemerintab pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelab tabun anggaran berakhir. 

Lebih lanjut manfaat LPPD sesuai ketentuan pasal 70 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 

Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab, digunakan sebagai baban evaluasi dan 

pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat. 

Di sisi lain pemerintah pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan 

daerab atau disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaban Daerab (EPPD) 

untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 

memanfaatkan hak yang diperoleh daerab dengan capaian keluaran dan basil yang telab 
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direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk 

mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata 

kepemerintahan yang baik. EPPD rneliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pernerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kernampuan penyelenggaraan otonomi daerah 

(EKPOD), dan evaluasi daerah otonorn baru (EDOB). EKPOD dilaksanakan apabila suatu 

daerah berdasarkan basil EKPPD rnenunjukan prestasi yang rendah selarna 3 (tiga) tahun 

berturut-turut. EDOB dilaksanakan khusus bagi daerah otonorn baru dalarn rangka 

rnengevaluasi terhadap perkernbangan penyiapan kelengkapan aspek-aspek 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 73 

Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pernerintahan Daerah, dijelaskan bahwa evaluasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan 

asas: 

a. Spesifik, yaitu dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan 

pernerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterirna oleh 

pemerintah pusat; 

b. Obyektif, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistern pengukuran kinerja yang 

baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda; 

c. Berkesinambungan, yaitu dilaksanakan secara regular setiap tahun sehingga diperoleh 

garnbaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu; 
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d. Terukur, yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif 

yang dapat dikantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya 

dapat disajikan secara kuantitatif; 

e. Dapat diperbandingkan, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran 

kinerja dan indikator kinerja kunci yang sarna untuk semua daerah; 

f. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dilaksanakan dengan mengolab data dari LPPD 

yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan. 

Lebih lanjut pelaksanaan evaluasi dimaksud dilakukan dengan cara menilai kinerja 

tingkat pengarnbilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan 

kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama 

EKPPD adalab LPPD yang disarnpaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu 

apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambaban 

dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan 

pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas LK.PJ, maupun laporan 

dari masyarakat. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan evaluasi, diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tabun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan 

kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu 

daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah 

ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah. 

Selanjutnya, LPPD yang telah disusun berdasarkan asas-asas di atas dinilai oleh 

Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaban Daerab (EPPD) yang terdiri dari : 

 
43732.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



83 

a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota; 

b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua merangkap 

anggota; 

c. Menteri Keuangan sebagai anggota; 

d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; 

e. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota; 

f. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota; 

g. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional sebagai anggota; 

h. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota; 

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai angggota; 

j. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan 

k. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota. 

Dalarn perkembangannya penyusunan LPPD ini di perkaya dengan instrument Indicator 

Kenerja Kunci (IKK) sebagaimana di atur dalarn Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Laporan ini 

mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah dengan mengisi 

Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. pemerintah daerah harus mengisi 

realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang 

terbaik setiap pemerintah daerah bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan 

melalui proses perbandingan antara pemerintah daerah. 

Dalarn kaitannya jika telah dilaksanakannya pemeringkatan LPPD setelah dinilai 

oleh Tim Nasional EPPD tersebut, maka berdasarkan Pasal 30 Permendagri 73 Tahun 
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2009 tersebut, bahwa laporan basil pemeringkatan clan status provinsi clan kabuten/kota 

tersebut digunakan kementerian/lembaga clan gubemur sebagai dasar untuk melakukan 

pembinaan lebih lanjut dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas clan pengawasan 

kepada daerah sesuai ketentuan perunclang-undangan. Selanjutnya sebagai bentuk 

apresiasi pemerintab pusat kepada daerah, setiap tanggal 25 April yang merupakan hari 

otonomi daerah, pemerintah pusat mengumumkan peringkat kinerja pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten dan kota. Untuk daerah yang masuk kategori sangat tinggi atau 

terbaik diberikan penghargaan. Penghargaan untuk lembaga atau daerahnya berupa 

Parasamya Pumakarya Nugraha, sedangkan untuk kepala daerahnya berupa Bintang Maha 

Putra, Bintang Jasa, dan Satya Lencana. 

Berdasarkan dari penjelasan di alas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalarn rangka 

pelaksanaan pasa! 18 UUD 1945, Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintaban Daerah, dan Peraturan Pemerintab Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD 

kepada Pemerintab, LKPJ kepada DPRD dan lnformasi LPPD kepada Masyarakat, 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib menyusun dan menyampaikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Substansi dari laporan tersebut merupakan 

capaian kinerja urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Salah satu aspek dalam laporan tersebut adalah aspek tataran pengambil 

kebijakan, khususnya keselarasan kebijakan daerah dan pusat. Aspek-aspek tersebut 

memiliki focus sinkronisasi pelak.sanaan pembangunan nasional dan daerah, 

kewenanganm keuangan, layanan publik, kepegawaian dan kelembagaan. 

Selanjutnya untuk tahun 2018, Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam 

Negeri menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100/321/Sj Tanggal 16 
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Jarmari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2017 yang memuat beberapa kaidah dalarn penyusunan LPPD Tahun 2017, 

yaitu: 

a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, masih 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan lnformasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan mengacu pada buku 

pedoman penyusunan LPPD tahun 2017; 

b. Capaian kinerja provinsi berasal dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota perlu 

dikoordinasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait, agar 

tidak terjadi perbedaan capaian kinerja; 

c. Seluruh elemen data kinerja tahun 2017 harus bersumber pada data kinerja dari 

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan tidak bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BP) kecuali data PDRB. Dokumen pendukung disarnpaikan kepada Tim 

Penyusun La po ran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk didokumentasikan; 

d. Dalam hal perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan 

pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah adan adanya peralihan beberapa 

kewenangan kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah 

agar menyusun LPPD dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan 

perubahan kewenangan tersebut; 
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e. Terkait dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat daerah sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, dimohon kepada Gubemur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Tim 

Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (LPPD) Tahun 2017, 

dengan coordinator Biro Pemerintahan/Otonomi Daerah untuk Provinsi clan Bagian 

Pemerintaban untuk Kabupaten/kota, yang beranggotakan dari Bagian Program pada 

masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja tahun 

2017. 

Berdasarkan manual pedoman penyusunan LPPD Tahun 2017 yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dijelaskan bahwa fonnat 

penyusunanLPPD Tahun 2017 yaitu: 

a. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari : 

I) Dasar hukurn (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang 

bersangkutan); 

2) Gambaran urnurn daerah; 

3) Kondisi geografis daerah (batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan 

laing-laing yang dianggap perlu); 

b. Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang terdiri dari: 

I) Visi dan misi; 

2) Strategi dan arah kebijakan daerah; 

3) Prioritas daerah. 
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c. Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan 

Pemerintahan Umwn, yang terdiri dari : 

1) Urusan konkuren, yaitu : 

a) Ringkasan urusan wajib 

( 1) Organisasi perangkat daerah pelaksanan 

(2) Program dan kegiatan 

(3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal; 

(4) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah 

pejabat struktural dan fungsional; 

(5) Alokasi dan realisasi anggaran; 

( 6) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah; 

(7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, 

mencukupi atau lainnya); 

(8) Permasalahan dan solusi; 

(9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

b) Ringkasan urusan pilihan 

( 1) Organisasi perangkat daerah pelaksana 

(2) Program dan kegiatan 

(3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal; 

(4) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah 

pejabat structural dan fungsional; 

(5) Alokasi dan realisasi anggaran; 

(6) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah; 
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(7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, 

mencukupi atau lainnya); 

(8) Permasalahan dan solusi; 

(9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

2) Ringkasan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, 

inspektorat dan fungsi penunjang lainnya, yaitu : 

a) Organisasi perangkat daerah pelaksanan 

b) Program dan kegiatan 

c) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal; 

d) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat 

structural dan fungsional; 

e) Alokasi dan realisasi anggaran; 

f) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah; 

g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi 

atau lainnya); 

h) Permasalahan dan solusi; 

i) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

3) Ringkasan urusan pemerintahan umum (Kesbangpol), yaitu : 

a) Organisasi perangkat daerah pelaksanan 

b) Program dan kegiatan 
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c) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal; 

d) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat 

structural dan fungsional; 

e) Alokasi dan realisasi anggaran; 

t) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah; 

g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi 

atau lainnya); 

h) Permasalahan dan solusi; 

i) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

4) lndikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri : 

a) Tataran pengarnbil kebijakan; 

b) Fungsi penunjang urusan pemerintahan; 

c) Urusan pemerintahan um um; 

d) Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib dan 

pilihan. 

d. Bab IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, yang 

menjelaskan penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahu 2017. 

e. Bab V Tugas Pembantuan, yang terdiri dari : 

I) Tugas pembantuan yang diterima: 

(a) Dasar hukum; 

(b) Instansi pemberi tu gas pembantuan; 
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( d) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; 

(e) Sumber danjumlab anggaran yang digunakan; 

(I) Saluan kerja perangkat daerab yang melaksanakan tugas pembantuan; 

(g) Jumlab pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongao; 
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(h) Konsisi sarana dao prasarana yaog digunakao (lengkap, kurang, mencukupi 

atau lainnya); 

(i) Permasalabao dan solusi; 

G) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

2) Tugas pembantuan yang diberikan : 

(a) Dasar hukum; 

(b) Urusan pemerintaban yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada 

kabupatenlkota dan desa untuk provinsi atau kepada desa untuk 

kabupaten/kota; 

(c) Sumber danjumlab anggaran; 

( d) Sarana dan prasarana. 

f. Bab VI Tugas Umum Pemerintahan, yang terdiri dari : 

1) Kerjasama an tar daerah 

a) Daerah yang diajak kerjasama 

b) Dasar hukum 

c) Bidaog kerjasarna 

d) Narna kegiatao 
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e) Satuan perangkat daerah penyelenggara kerjasama antar daerah 

f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 

g) Sumber dan jumlah anggaran 

h) Jangka waktu kerjasama 

i) Hasil (out put) dari kerjasama 

j) Permasalahan dan solusi 

k) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga 

a) Mitra yang diajak kerjasama 

b) Dasar hukum 

c) Bidang kerjasama 

d) Nama kegiatan 

e) Saluan perangkat daerah penyelenggara kerjasama an tar daerah 

f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 

g) Sumber danjumlah anggaran 

h) Jangka waktu kerjasarna 

3) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah 

a) Forum koordinasi 

b) Materi koordinasi 

c) lnstansi vertikal yang terlibat 

d) Sumber dana danjumlah anggaran 
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e) Satuan perangkat daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di 

daerah 

f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 

g) Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan 

h) Hasil dan manfaat koordinasi 

i) Tindak lanjut hasil koordinasi 

j) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

4) Pembinaan batas wilayah 

a) Sengketa batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupatenlkota dan 

provinsi (apabila ada); 

b) Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau 

perlu tindak lanjut); 

c) Saluan kerja perangkat daerah penyelenggaran pembinaan batas wilayah; 

d) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan. 

5) Pencegahan dan penanggulangan bencana 

a) Bencana yang terjadi dan penanggulangannya; 

b) Status bencana (nasional, regional/provinsi atau lokal/kabupaten/kota); 

c) Sumber dan jumlah anggaran; 

d) Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana; 

e) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana; 

f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan; 
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g) Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana (apabila ada); 

h) Potensi bencana yang diperkirakan terjadi. 

6) Pengelolaan kawasan khusus 

a) Jenis kawasan khusus; 

b) Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau 

kerjasama) dan dasar hukum penetapannya; 

c) Sumber Anggaran; 

d) Permasalahan yang dihadapi; 

e) Saluan kerja perangkat daerah yang menangani kawasan khusus; 

f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan. 

7) Penyelenggaraan ketentraman clan ketertiban umum 

a) Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatism, atau 

lainnya); 

b) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani; 

c) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan; 

d) Penanggulangan dan kendalanya; 

e) Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan; 

f) Sumber danjumlah angaran. 

g. Bab VII Penutup. 
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Selanjutnya terkait dengan lndikator Kinerja Kunci (IKK) dalmn LPPD Provinsi, 

terdiri atas tataran pengarnbil kebijakan sebanyak 39 IKK, tataran pelaksana kebijakan (8 

aspek) adrninistrasi urnurn sebanyak 21 IKK, dan tataran pelaksana kebijakan aspek 

tingkat capaian kinerja urusan wajib sebanyak 58 IKK, aspek tingkat capaian kinerja 

urusan pilihan sebanyak 16 IKK, aspek tingkat capaian kinerja fungsi penunjang urusan 

pemerintahan sebanyak 6 IKK serta aspek tingkat capaian kinerja urusan pemerintahan 

urnurn sebanyak 2 IKK. 

Dalam hal IKK tataran pengambil kebijakan terdiri dari aspek: 

I. Ketentraman dan ketertiban urnurn daerah, yang memiliki fokus pada : peraturan 

tentang ketertiban penataan ruang, peraturan tentang kependudukan, dan personil 

(kebijakan ketersediaan alat trarntib); 

2. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah, 

serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah, yang 

memiliki fokus pada : penyarnpaian laporan kepada pemerintah, penyarnpaian laporan 

keuangan dan kinerja, implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan 

hubungan antar daerah; 

3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah, yang 

memiliki fokus : sinkronisasi pelak.sanaan pembangunan nasional dan daerah, 

kewenangan, keuangan, pelayanan publik, kepegawaian, dan kelembagaan; 

4. Efektifitas hubungan antara pemda dan DPRD, yang memiliki fokus produk 

peraturan perundangan dan raperda yang diajukan tahun berjalan; 

5. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut 

pelaksanaan keputusan, yang memiliki fokus : keputusan DPRD yang ditindaklanjuti; 
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6. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut 

pe!aksanaan keputusan, yang memiliki fokus : tindak lanjut keputusan Gubemur 

(KepGub) dan tindaklanjut Peraturan Gubemur (PerGub ); 

7. Ketaatan pelaksanaan penye!enggaraan pemerintahan daerah pada peraturan 

perundang-undangan, yang memiliki fokus : perda yang diabatalkan; 

8. Intensitas dan efektifitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan 

masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan unruk daerah, 

yang memiliki fokus : Perda atau PerGub tentang konsultasi publik, dan media 

informasi PEMDA yang dapa diakses o!eh publik; 

9. Transparansi dalam pemanfataam alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan 

bagi basil. yang memiliki fokus : serapan dana perimbangan, alokasu belanaja pada 

APBD dari DAU, alokasi belanja pada APBD; 

10. Intensitas, efektifitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan 

pinjaman/obligasi daerah, yang memiliki fokus: besaran PAD; 

11. Efektifitas, perencanaan penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban 

dan pengawasan APBD, yang memiliki fokus : kewajaran laporan keuangan, besaran 

SILPA, realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan pengawasan inspektorat provinsi; 

12. Pengelolaan potensi daerah, yang memiliki fokus peta potensi daerah dan peningkatan 

PAD; 

13. Terobosan/inovasi baru dalarn penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki 

fokus penghargaan, pengadaan barang danjasa, serta daya saing daerah. 

Dalam kaitannya dengan IKK tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi 

umum terdiri dari aspek : 
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I. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; 

2. Ketaatan terbadap peraturan perundang-undangan; 

3. Penataan kelembagaan daerah; 

4. Pengelolaan kepegawaian daerah; 

5. Perencanaan pembangunan daerah; 

6. Pengelolaan keuangan daerah; 

7. Pengelolaan barang rnilik daerah; 

8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. 

Selanjutnya IKK tatarao pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja 

penyelenggaraan urusan wajin dan urusan pilihan, yaitu : 

1. Urusan wajib, terdiri : 

a. Pendidikan, yang rnerniliki IKK yaitu : 

I) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI 

2) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS 

3) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMNSMK/MA 

4) Angka Partisipasi Mumi (APM) SMNSMK/MNPaket C 

5) Angka kelulusan (AL) SMNSMKIMA 

6) Angka Putus Sekolah (APS) 

7) Angka rnelanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMNSMKIMA 

8) Pembinaan guru jenjang SD/MI 

9) Pernbinaan guru jenjang SMP/MTS 

IO)Pernbinaan gurujenjang SMNSMK/MA 

b. Kesehatan, yang memiliki IKK yaitu : 
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1) Cekupan komplikasi kebidanan yang ditangani 

2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan 

3) Cekupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UC!) 

4) Cekupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan 

5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 

6) Cekupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 

7) Cekupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin 

8) Cakupan kunjungan bayi. 

c. Lingkungan Hidup, yang memiliki IKK yaitu : 

1) Pencemaran udara 

2) Kebersihan 

3) Tempat pembuangan sarnpah ((TPS) pe satuan penduduk 

4) Penegakkan hukum lingkungan. 

d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang memiliki IKK yaitu : 

1) Jalan provinsi dalarn kondisi baik 

2) Rumah tangga bersanitasi 

3) Kawasan kumuh 

4) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah. 

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, yang memiliki IKK yaitu : 

1) Rumah tangga pengguna air bersih 

2) Rumah layak huni 

f. Kepemudaan dan olah raga, yang memiliki IKK yaitu : 
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g. Penanaman modal, yang memiliki IKK kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN 

(milyar rupiah) 

h. Koperasi dan UKM, yang memiliki IKK koperasi aktif dao usaha makro dan kecil 

i. Administrasi kependudukan, yang memiliki IKK ketersediaan data base 

kependudukan skala provinsi 

J· Tenaga kerja yang memiliki IKK pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi 

pekerja/buruh dan pencari kerja yang sudah ditempatkan 

k. Pangan, yang memiliki IKK regulasi ketahanan paogan dan ketersediaan pangan 

utama 

I. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang memiliki IKK partisipasi 

perempuan di lembaga pemerintahan dan partisipasi angkatan kerja perempuan. 

m. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang memiliki IKK tingkat 

prevalinsi peserta KB yang aktif dan rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB 

(PLKB) disetiap Desa/Kelurahan. 

n. Perhubungan, yang memiliki IKK angkutan darat dibandingkan dengan jumlah 

penumpang. 

o. Komunikasi dan Informatika, yang memiliki lKK web site milik pemda dan 

pameran/expo. 

p. Pertanahan, yang memiliki IKK luas lahan bersertifikat. 

q. Pemberdayaan masyarakat dan desa, yang memiliki IKK PKK aktif. 
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r. Sosial, yang memiliki IKK sarana social seperti panti asuhan, panti jompo clan 

panti rehabilitasi clan PMKS yang memperoleh bantuan sosial. 

s. Kebudayaan, yang memiliki IKK penyelenggaraan festifal seni dan budaya clan 

sarana penyelenggaraan seni dan budaya. 

t. statistic, yang memiliki IKK buku "Provinsi dalarn angka" dan buku "PDRB 

Provinsi". 

u. Kearsipan, yang memiliki IKK pengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM 

pengelola kearsipan. 

v. Perpustakaan, yang memiliki IKK koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 

daerah dan pengunjung perpustakaan. 

2. Urusan Pilihan, terdiri : 

a. Kelautan dan perikanan, yang memiliki IKK produksi perikanan, exspor hasil 

perikanan clan konsumsi ikan. 

b. Pertanian, yang memiliki IKK produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal 

lainnya perhektar dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2017. 

c. Kehutanan, yang memiliki IKK rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan kerusakan 

kawasan hutan. 

d. Energi dan SDM, yang memiliki IKK pertarnbangan tanpa ijin dan kontribusi 

sektor pertarnbangan terhadap PDRB tahun 2017. 

e. Pariwisata, yang memiliki IKK kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata 

terhadap PDRB tahun2017. 

f. Perindustrian, yang memiliki IKK kontribusi sektor lndustri terhadap PDRB tahun 

2017 dan pertumbuhan lndustri secara keseluruhan. 
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g. Perdagangan, yang memiliki IKK kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 

ciao ekspor bersih perdagangan. 

h. Transmigrasi, yang memiliki IKK transmigrasi swakarsa. 

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri : 

a. Sistem Infonnasi manajemen pemerintah Provinsi 

b. Tapal batas 

c. Tersedianya dokumen perencanaan: RPJPD 

d. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD, 

e. Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD, dan 

f. Penjabaran program RPJMD dalam RKPD. 

4. Urusan Pemerintahan Umum, terdiri kegiatan pembinaan Politik di daerah ciao 

kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP. 

Dari penjelasan format diatas, dapat disimpulkan bahwa manual yang terlah disusun 

oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan untuk: 

menjadi alat panduan bagi pemerintah daerah, khususnya para penyusun LPPD agar 

penyusunan LPPD pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lebih terstruktur dan dapat 

menyajikan sebuah data yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja pemerintah 

daerah 

Dalam kaitannya penysunan LPPD Provinsi Kali man tan Utara tahun 2017 yang 

disusun pada tahun 2018, Gubemur Kalimantan Utara telah menerbitkan Keputusan 

Nomor 188.44/K.346/2018 Tanggal 2 April 2018 tentang Tim Penyusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. Tim ini 

memiliki tugas sebagai berikut : 
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a. Mengadakan rapat tim clan pembagian tugas sesuai dengan tugas clan fungsinya 

masing-masing; 

b. Menghimpun, menginventarisir, mengelola clan menganilisis data clan bahan laporan 

dari masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Utara dan Kabupaten/Kota se - Kalimantan Utara sesuai dengan tugas clan fungsinya 

masing-masing; 

c. Menyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sesuai dengan PP Nomor 3 

Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD 

kepada Masyarakat; 

d. Sekretariat Tim Daerah bertugas membantu kelancaran tugas tim berkedudukan di 

Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Sebagai pelaksanaan dari keputusan Gubemur tersebut, Tim Penyusun LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dan melaksanakan berbagai rangkaian 

kegiatan dalam rangka penyusunan LPPD dimaksud. Adapun bentuk agenda penyusunan 

LPPD Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dalam label berikut ini : 
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Tabel.U 
Jadwal pelaksanaan Tim LPPD Provins! Kalimantan Utara Tahun 2017 

Aktlvltas iebru11 "" .... 
Minggu 

Pembelajaran Penyusunan LPPO 

3 IPenyusunan Draft SK TIM 

' Rapat Pembentukan Tim LPPD 

5 IPengumpulan data dan infonnasi pendukung penyusunan LPPD 

6 IRapat Teknis nm LPPD 

7 IPenyusunan Draft LPPD 

8 ISIMTEK LPPD 

9 IPenyemp.1maan Draftdan input data LPPD 

10 IPenjiidan Buku LPPD 

11 IPenyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri 

12 IEvaluasl dan mooit>ring pelaksanaan llJ;las Tim LPPO 
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Adapun bentuk kegiatannya diantaranya : 

a. Melaksanakan rapat besar persiapan penyusunan LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara yang dihadiri oleh seluruh perangkat daerah provinsi 

Kalimantan Utara pada tanggal 12 Januari 2018; 

b. Melaksanakan coaching clinic penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan 

Utara kepada Tim Teknis Penyusunan LPPD Provinsi K.alimantan 

Utara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 di Hotel 

Padma Kota Tarakan dengan Pemateri berasal dari Direktorat Evaluasi 

Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri; 

c. Melaksanakan rapat-rapat pembahasan penyusunan LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara periode Februari s.d Minggu IV bulan Maret 2018. 

d. Melakukan supervisi kepada SKPD terkait dalam pengisian masing

masing lndikator Kinerja Kunci (IKK), guna mendapatkan penyamaan 

persepsi antara Sekretariat Tim LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

dengan penyedia data dari masing-masing perangkat daerah. 

3. Gambaran Pelaksanaan Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, 

berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
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berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai asas otonomi daerah dan 

tugas pembantuan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya 

mencipatakan pemerintahan yang bersih (clean government), 

bert:anggungjawab (accountable), dan terbuka (open government), serta 

mampu menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik, maka sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 69 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahon 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah. 

Selanjutnya sesuai dengan Pasal9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2007, LPPD tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh pemerintah 

sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Pelaksanaan evaluai sebagaimana dimaksud di atas, sampai saat ini 

masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sambil menunggu 

terbitnya peraturan pemerintah yang baru. Kebijakan evaluasi yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mengevaluasi LPPD adalah Evaluai Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD). EKPPD adalah suatu 

proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja 

penyelenggaraan pernerintahan daerah dengan menggunakan sistem 

pengukuran kinerja dengan somber infonnasi utama adalah LPPD. 
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Selanjutnya analisis data dalam laporan basil evaluasi, menggunakan 

data yang berasal dari data lndikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD. Dari sisi 

validitas data IKK sudah selayaknya berkriteria baik, mengingat data IKK 

yang dilampirkan dalam LPPD merupakan data yang telah diverifikasi dan 

divalidasi oleh Tim Nasional EPPD serta diakui validitas oleh pemerintah 

daerah, mengingat LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat 

ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. T erkait dengan 

akurasi kiranya sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah 

mengingat data yang disampaikan dalam LPPD sebagaimana dimaksud 

merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang

undang. 

Di sisi lain, dalam pelaksanaan evaluas~ pemerintah pusat berpedoman 

pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Walaupun dasar hokum pelaksanaan EKPPD sebagaimana dimaksud telah 

diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya penyusunan LPPD dan 
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EKPPD setiap tahun, Tim Nasional masih menerbitkan surat edaran Menteri 

Dalam Negeri untuk menginfonnasikan perubahan indikator dan jadwal 

pelaksanaan EKPPD kepada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan, 

perubahan indikator dan perubahan jadwal EKPPD masih hams disesuaikan 

dengan kondisi yang berkembang. 

Lebih lanjut maksud dari pelaksanaan EKPPD untuk mengetahui tingk:at 

keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 

menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah 

berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta menilai kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaina 

tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu tujuan dari pelaksanaan 

EKPPD yaitu : 

a. Untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintahan daerah dalam 

penyelenggaraan otonorni daerah dengan membandingkan kinerja antara 

satu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional. 

b. Untuk menghasilkan masukan yang selanjutnya untuk digunakan dalam 

upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. 

c. Bahan masukan bagi kementerian dan lembaga dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

d. Sebagai dasar pertimbangan pengusulan pemberian penghargaan kepada 

daerah yang berprestasi kinerja terbaik, berupa Tanda Kehormatan 
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Parasamya Puma Karya Nugraba kepada lambaga penyelenggara 

pemerintahan daerah dan Tanda Kebormatan Satya Lencaoa Karya 

Bhakti Praja Nugraha yang diberikan kepada perseorangan yakni kepala 

daerah yang bertugas pada tahun tersebut. sesuai dengan amanat Undang

undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 

Kehormatan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nornor 20 Tahun 

2009 dan lebih teknis diatur daJam Peratuan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

e. Sebagai dasar bagi pemerintah dalam memberikan sanksi kepada 

pemerintahan daerah yang tidak dapat menunjukkan kinerja baik (rendah) 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Untuk Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(EKPPD) oleh tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah 

(EPPD), Gubemur Kalimantan Utara telah menerbitkan keputusan Gubemur 

Nomor 188.44/K/56812018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Tim Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota se Kalimantan Utara 

Tahun Anggaran 2018. Tim ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 

4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim yang beranggotakan 

lintas instansi baik vertikal (BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara) 
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maupun horizontal (Inspekorat provinsi, Biro Pemerintahan Umum, Biro 

Hukum dan lain-lain). Tim ini memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan LPPD Kabupaten/k.ota 

se Kalimantan Utara tahun 2017; 

b. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tugas lain yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahon 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

c. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten dan kota se Kalimantan Utara. koordinasi dan atau sosialisasi, 

melakukan kajian serta klarifikasi terhadap data dan/atau informasi 

sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan tetap mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Sekretariat Tim Daerah bertugas membantu kelancaran tugas tim daerah 

clan berkedudukan di Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi 

Kalimahtan Utara. 

Adapun pelaksanaan tugas dari tim EKPPD Provinsi Kalimantan 

Utara, diantaranya : 

a. Mengikuti bimbingan teknis bagi para auditor dalam rangka pelaksanaan 

EKPPD di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2018, yang dihadiri oleh Tim 

Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari Biro 

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 
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lnspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan BPK.P Provinsi Kalimantan 

Utara. 

b. Pelaksanaan rapat penyamaan persepsi diantara Timda EKPPD Provinsi 

Kalimantan Utara dalam rangka persiapan pelaksanaan EKPPD ke 

kabupaten kota yang dilaksanakan di hotel Swissbell Tarakan pada 

tanggal 24 Mei 2018. 

c. Pelaksanaan EKPPD di Kabupaten kota oleh Timda EKPPD pada tanggal 

26 Mei s.d 5 Juni 2018, yang evaluator-evaluatomya (TIMDA EKPPD) 

Provinsi Kalimantan Utara berasal dari BPKP Provinsi Kalimantan Utara 

dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. 

d. Pelaksanaan rapat konsolidasi dan pemaparan atas basil evaluasi di 

masing-masing kabupaten/kota pada tanggal 26 Juli 2018 di Hotel DC 

Mega Tanjung Selor, yang difasilitasi oleh Inspektorat Provinsi 

Kalimantan Utara dengan narasumber utama dari Kepala Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Utara dan Inspektur Provinsi Kalimantan 

Utara dengan menghadirkan seluruh Tim Evaluator LPPD Kabupaten 

dan Kota serta Tim Penyusun LPPD Kabupatenlkota se Kalimantan 

Utara. 

e. Pelaksanaan verifikasi dan validasi EKPPD oleh Timnas EPPD pada 

tanggal 2 s.d 4 Agustus 2018 di Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor, 

yang merupakan puncak dari rangkaian kegiatan penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara sebelum diumumkan pemeringkatan secara 

nasional. 
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B. Hasil dan Pembahasan Penelitlan 

1. Evaluasi Konteks Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerlntahan 

Provinsi Kaltmantan Utara 

Tujuan utama evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluan. Dalam kaitannya hat ini, 

diupayakan untuk menggambarkan dan rnerinci lingkungan kebutuhan 

yang tidak terpenuhi dari stake holder yang yang dilayani yang pada 

akhimya dapat memberikan arahan perbaikan yang dibutuhkan. Evaluasi 

kontek dalam penelitian ini diarahkan untuk membantu merencakan 

keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan 

merumuskan tujuan program. Dalam kaitannya dengan penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara, evaluasi kontek didasarkan pada kriteria 

dukungan Perundang-undangan dan dukungan fisik penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara. 

Secara struktural hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 

dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dimana pemerintah tingkat 

pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada instansi atau 

lembaga pada tingkat daerah yang selanjutkan pemerintah pada tingkat 

daerah mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan tersebut kepada 

pemerintah pusat. 

Dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah memiliki 

kewajiban menyelenggakan pemerintahan umum di daerah, juga wajib 
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menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Selanjutnya hal ini 

dipertegas dalam Pasal 73 ayat (!) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tersebut, bahwa Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan 

Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh 

Menteri untuk gubemur dan oleh gubemur, sebagai wakil Pemerintah 

Pusat, untuk bupati/wali kota. Selanjutnya secara operasional, penyusunan 

LPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan lnformasi LPPD 

kepada Masyarakat. Hal ini senada dengan pemyataan salah satu 

narasumber penelitian yaitu Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang 

menyatakan : 

... bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pemerintah setiap 
tahunnya dan dilakukan secara berjenjang yaitu untuk laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi akan disampaikan 
oleh gubemur kepada presiden melalui menteri dalam negeri , yang 
kedua untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota akan disampaikan bupati/walikota kepada menteri 
dalam negeri melalui gubemur, inilah sebenamya yang mendasari 
kenapa pemerintah. daerah wajib menyusun LPPD supaya 
pemerintah dapat melihat sejauh mana kinerja pelaksanaan urusan 
pemerintah yang diberikan kewenangan kepada masing-rnasing 
pemerintah daerah sesuai dengan tingkat pemerintahannya agar 
dapat dilihat apakah capaian kinerja ataupun kinerja yang dirnaksud 
telah dapat dilaksanakan pemerintah daerah dengan baik ... 
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Walaupun masih dalam kategori daerah otonom baru, Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan telegram Direktur Jenderal 

Otonomi Daerah Nomor T.120.041/5269/0TDA Tanggal 20 Juli 2017, 

Provinsi Kalimantan Utara tetap memiliki kewajiban menyampaikan 

LPPD kepada Pemerintah Pusat. Di sisi lain berdasarkan Pasal 5 ayat (2) 

Permendagri Norn or 23 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pelaksanaan 

Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom~ Provinsi Kalimantan Utara 

termasuk dalam perkembangan lanjutan daerah otonom barn usia 4-5 

tahun. Hal ini sesuai dengan pemyataan dari Narasumber Kepala Biro 

Pemerintahan Umum, yang menyatakan bahwa: 

.... LPPD adalah amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, walaupun Kaltara 
masih tennasuk DOB, tetap juga memiliki kewajiban menyusun 
LPPD. Terlepas dari dinilai atau tidak oleh pusat itu diatur secara 
teknis dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Evaluasi Daerah Otonom Baro serta manual 
penyusunan EKPPD yang diterbitkan oleh Kemendagri setlap 
tahun. 

Dari basil penelitian di atas dapat dipahami bahwa latar belakang 

disusunnya LPPD Provinsi Kalimantan Utara adalah amanat Pasal 69 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal 

ini bennakna Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewajiban 

dan tanggungjawab menyapaikan infonnasi penyelenggaraan 

pemeriatahan daerahnya kepada pemerintah pusat, dalam ha! ini 

Kementerian Dalam Negeri. 

Selanjutnya terkait dengan latar belakang dilaksanakan evaluasi 

konteks penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh 
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informasi bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum menunjukkan 

gambaran penyelenggaraan pemerintahan claerah yang sesungguhnya. Hal 

ini tercennin dari basil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu 

Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Umum: 

... memang dalam perjalanan proses penyusunan maupun evaluasi 
LPPD dijumpai kendala-kendala teknis, berupa kelemahan 
penyediaan data oleh Tim Penyusun OPD. Selain itu juga kualitas 
atau kemampuan para penyusun LPPD masih relatif terbatas jika 
dibandingkan dengan daerah lain-lain. Belum lagi jumlahnya yang 
masih sedikit (2 orang-red), dan selalu berganti setiap tahun. Jadi 
berdasarkan ha! tersebut, saya berpendapat kualitas laporan yang 
dihasilkan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kaltara ... 

Demikian juga dengan pendapat yang diutarakan oleh Sekretaris 

Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, yang menyatakan bahwa: 

... kalau menurut saya TIDAK, karena tidak mencantumkan daya 
ungkit untuk bisa melihat kinerja Kattara. Jika dari LPPD lebih 
banyak bicara tentang kepatuhan setiap daerah itu melapor. jadi tidak 
terlalu dalam substansinya terkait apa yang diperjanjikan kepala OPD. 
Tidak seperti sistem Laporan akuntabilitas kinerja misalnya, karena 
LAKIP kita bisa melihat, apa itu indikator yang akan 
diungkit/ditingkatkan, sementara kalau LPPD itu lebih cenderung 
untuk melaporkan saja. Saya tidak begitu tahu perkembangan sampai 
dengan hari ini, tapi yang saya tahu dan saya ikuti sejak saya masih di 
inspektorat waktu itu, saya melihat bahwa kita hanya banyak 
menyampaikan laporan saja seperti jumlah penduduk, perkembangan 
ekonomi, angka kemiskinan dan lain-lain. 

Pendapat yang lebih jelas diutarakan oleh Kepala Biro Pemerintahan 

Umum yang menyatakan bahwa : 

.... Kai au al at ukur menu rut saya be I urn, karena masih ada ukuran 
keberhasilan pembangunan yang tidak tertulis akan tetapi dirasakan 
oleh masyarakat. Kita bisa Jihat kemajuan pembanguan di Kaltara ini 
semakin terasa dari hari ke hari, namun dalam pelaporannya, masih 
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jauh dari sempuma dan yang diharapkan oleh pusat Hal ini terkait 
dengan luasnya wilayah dan alokasi anggaran yang tersedia ... 

Pendapat yang sama juga diutarak:an oleh narasumber penelitian yang 

lain yaitu Kepala Sub Bagia Evaluasi clan Pelaporan Biro Pemerintahan 

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan 

bahwa: 

... Menggambarkan mungkin itu belum seutuhnya, karena baik 
penyusunan sampai dengan evaluasi kita masih berbicara data dan 
penyampaian data, sehingga pada saat evaluasi kita berbicara masalah 
berapa TDI nya, masalah kolektivitas data. Padahal kalau kita 
mengukur kinerja sebenamya banyak cakupan yang luas, kriteria luas, 
pengkurunnya jelas harusnya seprti itu, tapi di LPPD ini kita masih 
berbicara masalah dokumen yang menyajikan data, menggambarkan 
data, bukan real sesungguhnya kinerja itu seperti apa ... 

Lebih lanjut pendapat dari Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan 

bahwa: 

.•.. Jadi kalau di tan ya sudah memenuhi gambaran kinerja, karena 
penyusunan LPPD ini panduannya sudah jelas, kalau kalau ditanya 
menggambarkan ya sudah menggambarkan, untuk dari sisi ketaatan 
pelaporan di LPPD, akan tetapi belum pada kinerja yang menyeluruh 
dari perangkat daerah ... 

Dari basil penelitian memberikan kecenderungan bahwa LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara belum menggambarkan kinerja sesungguhnya 

dari penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, akan tetapi masih 

sebatas pelaksanaan atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku saja. 

Selanjutnya terkait dengan dukungan fisik dalam penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh informasi bahwa Pemerintah pusat 
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setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada pemerintah 

daerah dalam hal penyusunan LPPD-nya. 

Ini disebutkan dalam basil wawancara dengan narasumber 

penelitian Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat 

EKPKD Ditjen Otonomi Daerah : 

... sampai saat ini kita belum melakukan suatu tindak lanjut terkait 
masalah kinerja yang bapak saya sampaikan tadi khusus untuk 
provinsi Kalimantan utara karena memang kewajiban untuk 
menyusun LPPD definitive dan kewaj iban pemerintah untuk 
melakukan evaluasi terhadap LPPD definitive daripada kaltara ini 
kan secara okulasi be I um terlaksana mudah-mudahan nan ti di 2019 
terhadap LPPD 2018 yang akan disusun oleh pemerintah provinsi 
Kalimantan utara apa yang bapak maksudkan ta.di melakukan 
pembinaan-pembinaan terhadap pemerintah daerah khususnya 
terkait dengan kelemahan kelemahan kinerja yang dilaporkan itu 
baru dapat kita wujudkan dalam bentuk rekomendasikan yang kita 
hasilkan nanti yaitu yang disebut dengan rekomendasi basil 
evaluasi ... 

... ini belum bisa kita laksanakan karena memang LPPD nya belum 
definitive dan kewajiban pemerintah juga mengevaluasi belum 
definitive pak. sehingga itu belum dapat kita berikan kepada 
pemerintah kaltara. Tetapi apabila sudah memiliki kewajiban untuk 
menyusun LPPD secara definitive dan pemerintah memiliki 
kewajiban untuk melakukan evaluasi secara definitive akan kita 
lihat perkembangan kinerja nya setiap tahun bila masuk didalam 
kategori 3 tahun berturut-turut maka akan kita berikan juga 
punishment yang dimaksud dan begitu juga sebaliknya bila masuk 
berkinerja terbaik setiap tahunnya akan kita berika juga reward 
dalam kinerja yang dilaporkan ... 

Hal senada juga diungkapkan salah satu narasumber penelitian 

Kepala Bagian Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara: 

... memang fonnulanya sama, hanya Kaltara ini belum dinilai 
sehingga sebetulnya dalam hati tenang-tenang. Untuk tahun depan 
akan mulai dinilai. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan lebih 
baik lagi. 
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Selanjutnya dalam observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 

12 Oktober 2018 di Kantor Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa Pemerintah Pusat dalam hat 

ini Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan sertiftkat/piagam 

penghargaan kepada Provinsi Kalimantan Utara yang telah selesai evaluasi 

tahun ke-5 sebagai daerah otonom baru dengan karegori BAIK, yang 

diserahkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri 

Dalam Negeri kepada Gubemur Kalimantan Utara pada tanggal 11 

Oktober 2018 di Surakarta. Dalam laporan basil evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan tersebut, diungkapkan pennasalahan·pennasalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara, 

diantaranya yaitu : 

a. Masih rendahnya kesiapan sumber daya manusia; 

b. Masih rendahnya kapasitas jejaring dan kerjasama; 

c. Belum optimalnya pemenuhan sarana clan prasarana; 

d. Belum optimalnya pola pembiayaan. 

Selanjutnya dipahami bahwa dalam dukungan fisik oleh 

pemerintah pusat dalam proses pembinaan, pendampingan serta 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara menuju 

daerah yang lebih maju dan mandiri ditentukan oleh koordinasi dan 

kerjasama yang baik serta diimplementasikan secara bersama untuk. 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara bersama dan maksimal. 
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Kewajiban menyampaikan laporan kepala daerah kepada 

pemerintah pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi. 

Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD. Bagi Pemerintah Pusat, LPPD 

-diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk keperluan 

pembinaan terhadap pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan basil 

wawancara penelitian dengan narasumber dari Kepala Subdit Dukungan 

Teknis dan Dokumentasi Kemendagri : 

... ldealnya LPPD dijadikan bahan evaluasi, baik itu kepala daerah 
atau pemda untuk melihat kinerja. Contoh, IMB dibandingkan 
jumlah rumah semakin kecil jumlah yang memberi IMB semakin 
kecil jumlah persentasenya, berarti prestasinya kecil, semakin 
banyak jumlah IMB dibanding jumlah rumah berarti kinerjanya 
bagus, jadi layanan satu pintu unutk memberikan IMB sudah 
bagus, terus kemudahan investasi juga. Jadi intinya kepala daerah 
menjadi bahan evaluasi dia, kinerjanya dia. Tapi yang saya lihat, 
LPPD itu belum sejauh itu digunakannya. Apabila sudah selesai, 
penilaian sudah, peringkatnya sudah, dapat peringkat sekian-sekian 
sudah, tahun depan hanya menjadi bahan barn lagi. Bukan menjadi 
bahan evaluasi. .. 

Terkait dengan dukungan fisik berupa pembinaan Pemerintah Pusat 

terhadap Pemerintah Daerah, basil penelitian juga menemukan bahwa 

upaya pembinaan dalam penyusunan LPPD ini sudah cukup, walaupun 

masih kurang maksimal, ini terungkap dalam basil wawancara dengan 

narasumber penelitian dari Auditor BPKP: 

... Saya melihatnya belum, pemerintah pusat belum sejauh itu. 
Ka bar yang saya den gar kalau LPPDnya jelek, ranking I 0 terbawah 
kepala daerahnya akan di bimtekkan. Menurut saya itu bukan 
sebagai pembinaan, akan tetapi itu sebagai punishment. Tet.api 
untuk sebagai pembinaan saya belum melihat hal tersebut, tet.api 
hal-hal yang rutin seperti yang tiap tahun diadakan seperti bimtek 
itu bisa jadi pembinaan. Belum sepenuhnya menjadi bahan 
pembinaan ... 
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... Saya juga kurang tau. Kalau di pusat setiap tahun sekitar bulan 
januari februari sudah melaksanakan Bimtek penyusunan LPPD, 
sebenamya itu sudah cukup mewakili dalam ha! pembinaan ke 
kabupatenlkota clan provinsi. .. 

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahon 

2017 terse but, pembinaan urn um untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri 

dalam Negeri untuk pembinaan umum clan oleh menteri teknis/k:epala 

lembaga pemerintah non kementerian, untuk pembinaan teknis. Hal ini 

diungkapkan dalam wawancara penelitian dengan narasumber dari 

Kasubdit Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi 

Dae rah: 

setahu saya itu telah dilakukan pembinaan oleh Direktorat Penataan 
Daerah di lingkup Direktorat Jenderal Pemerintah daerah terkait 
evaluasi terhadap daerah otonomi baru, kebetulan konsepnya 
memang berbeda yang menangani pak. untuk LPPD ditangani oleh 
direktorat evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah daerah yang sudah berusia 3 tahun keatas 
semenjak tahun pembentukan daerahnya, namun kepada 
pemerintah-pemerintah daerah yang be I urn memiliki kewaj iban 
menyusun LPPD atau masih dikategorikan kepada daerah otonomi 
baru itu memang konsep pembinaan dan evaluasi sejauh mana 
Kinerj a yang dilaksanakan DOB terse but juga dilaksanakan oleh 
Ditjen Otda yang dalam ha! ini ditangani oleh Direktorat Penataan 
Daerah clan otonomi khusus dan menurut kami itu mereka juga 
memiliki suatu instrument pelaksanaan otonomi khusus 

Selanjutnya terkait dengan dukungan fisik berupa pedoman 

penyusunan LPPD, untuk tahun 2018 Pemerintah pusat dalam ha! ini 

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor : 100/321/Sj Tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah Tahun 2017 
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yang memuat beberapa kaidah dalam penyusunan LPPD Tahun 2017, 

yaitu: 

a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 

2017. masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Norn or 3 Tahon 

2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada DPRD, dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat dan mengacu pada buku pedoman 

penyusunan LPPD tahun 2017; 

b. Capaian kinerja provinsi berasal dari agregasi capaian kinerja 

kabupaten/kota perlu dikoordinasikan kepada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Provinsi terkait. agar tidak terjadi perbedaan capaian 

kinerja; 

c. Seluruh elemen data kinerja tahun 2017 harus bersumber pada data 

kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah clan tidak 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BP) kecuali data PDRB. 

Dokumen pendukung disampaikan kepada Tim Penyusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Provinsi/K.abupaten/Kota untuk didokumentasikan; 

d. Dalam ha! perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana 

urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah adan adanya 

peralihan beberapa kewenangan kabupaten/kota ke provinsi 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 
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2014 ten tang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah agar 

menyusun LPPD clan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai 

dengan perubahan kewenangan tersebut; 

e. Terkait dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimohon kepada Gubemur dan 

Bupati/Walikota untuk membentuk Tim Penyusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017, dengan 

coordinator Biro Pemerintahan/Otonomi Daerah untuk Provinsi dan 

Bagian Pemerintahan untuk Kabupatenlkota, yang beranggotakan dari 

Bagian Program pada masing·masing perangkat daerah yang 

bertanggung jawab terhadap kinerja tahun 2017. 

Lebih lanjut terkait dengan dukungan fisik berupa pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam observasi lapangan yang 

dilaksanakan pada kegiatan workshop percepatan reformasi birokrasi di 

Hotel Swiss bell Tarakan tanggal 16 Oktober 2018, diketahui infonnasi 

dari Narasumber kegiatan yaitu Kepala Bagian Fasilitasi Refonnasi 

Birokrasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri bahwa saat ini sesuai denggan Peraturan 

Pemerintah Norn or 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembinaan dan 

pengawasan umum untuk Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Menteri 

Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan umum yang terdiri dari : 
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a. Pembagian urusan pemerintahan; 

b. Kelembagaan daerah; 

c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah; 

d. Keuangan daerah; 

e. Pelayanan publik di daerah; 

f. Kerjasama daerah; 

g. Kebijakan daerah; 

h. Kepala Daerah dan DPRD; dan 

i. Bentuk pengawasan lain. 

Sedangkan esensi pembinaan dan pengawasan teknis berupa teknis 

pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah 

Provinsi untuk 29 urusan pemerintahan dilaksanakan oleh kementerian dan 

Lembaga terkait dan 3 urusan teknis dilaksanakan oleh Kementerian 

Dalam Negeri. Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan urusan~ 

urusan pemerintahan, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Kementerian dan Lembaga Negara Jangsung terjun ke daerah tanpa 

melalui koordinasi maupun fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri. 

Di sisi lain, untuk kegiatan fasilitasi dan konsultasi kepada pemerintah 

pusat, pemerintah kabupaten/kota memerlukan rekomendasi dari 

pemerintah Provinsi termasuk rekomendasi dari Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara. Salah satu rekomendasi konsultasi pemerintah 

kabupaten/kota kepada pemerintah pusat telah diterbitkan oleh Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara yaitu rekomendasi Nomor 
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130.04/1334/SETDA.I tanggal 9 Oktober 2018 perihal rekomendasi, yang 

ditujukan kepada Pemerintah Kota Tarakan untuk melaksanakan 

konsultasi terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Masa Jabatan 

2013-2019. 

Berdasarkan basil penelitian diatas dapat dimaknai bahwa, 

dukungan fisik berupa pembinaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara terkait penyusunan LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara sudah dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, 

fasilitasi konsultasi, dan penerbitan manual penyusunan LPPD, narnun 

belum terlaksana secara maksimal. Sehingga dapat dipahami bahwa 

dukungan fisik dalam bentuk pembinaan penyusunan LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi masih sebatas 

pada tataran bagaimana penyediaan data bukan pada substansi bagaimana 

memperoleh data dan meningkatkan kualitas data. 

2. Evaluasi Input Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Provinsi Kalimantan Utara 

Evaluasi input dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

difokuskan dalam upaya menentukan kesesuian lingkungan dalam 

membantu pencapaian tujuan dan objektifi program penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara. Evaluasi input penyusunan LPPD ini berkaitan 

dengan keputusan pimpinan metode penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan 
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Utara, komitmen pimpinan dalam penyusunan LPPD PRovinsi Kalimantan 

Utara dan ketersediaan somber daya yang digunakan baik sarana maupun 

prasarana pendukungnya. 

Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara pada dasamya 

memerlukan perhatian dan pemahaman dari pimpinan terutama dari level 

pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Karena penilaian yang 

dilakukan adalah kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan basil 

observasi lapangan, pemahaman para pimpinan masih sangat terbatas, 

Selanjutnya pandangan tentang pentingnya LPPD masih relatif kurang 

optimal dibandingkan dengan LAKIP, padahal filosofinya adalah LPPD 

adalah merupakan induk dari segala laporan kinerja Pemerintah. Hal ini 

dikutip dalam hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian 

Otonomi daerah : 

... saya yak.in pimpinan SKPD paham, tapi action-nya sampe detik 
ini saya merasa ini semua belum jadi sesuatu yang pokok, artinya 
masih ada kepentingan yang masih besar lagi dari LPPD yang perlu 
dijadikan prioritas, padahal sebenarnya LPPD ini etalase 
pemerintah daerah. Kalau seorang pimpinan paham detail A sampai 
Z tentang LPPD ini dia bisa cerita tentang daerahnya secara luas. 

Hal tersebut juga terungkap dalam wawancara dengan Kepala Biro 

Pemerintahan Umum yang berpendapat bahwa: 

.... untuk diketahui oleh pimpinan saya rasa udah tahu. Mereka juga 
sudah mengarahkan stafuya untuk terlibat dalam Tim LPPD sesuai 
surat permintaan sebagai anggota Tim Penyusun LPPD yang kita 
kirimkan. Saya melaporkan perkembangan penyusunan LPPD pada 
rapat staf eselon 2 dengan pak Gubemur. Ada waktu tertentu saya 
menghadap beliau menyampaikan progress LPPD, clan beliau 
paham dan mengerti tentang LPPD karena beliau dulu pernah di 
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Bappeda. Tapi beliau berpendapat jika dibandingkan dengan daerah 
lain, maka kita akan ketinggalan karena kita masih baru. Kalau 
dinilai pun kita akan di bawah peringaktnya. Di sisi lain, beliau 
mengharapkan pelaporan EPDOB terhadap lO aspek 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperkuat. Karena ini 
adalah tahun terakhir kita berstatus DOB, dan akhir tahun nanti 
akan keluar nilai kita tentang laporan DOB ... 

Dari basil penelitian, dilapangan didapati bahwa banyak terjadi 

duplikasi pennintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, 

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat 

parsial dan lain-lain. Hal ini disebabkan beberapa pimpinan perangkat 

yang masih tidak mengetahui laporan LPPD masing-masing. Hal ini juga 

di konfinnasi oleh salah satu Narasumber Penelitian yaitu Kasubdit 

Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen IOtonomi 

Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam hasil kutipan wawancara berikut 

ini : 

... banyak sekali LPPD yang dilaporkan tidak diketahui oleh kepala 
dinas yang bersangkutan, sehingga kinerja ynag dilaporkan tersebut 
apakah memang benar sudah sesuai dengan program yang 
ditentukan atau program yang menjadi kwajiban dinas yang 
dimaksud itu tidak dapat dikategorikan sudah maksimal tetapi 
apabila LPPD yang disusun dimaksud berdasarkan urusan telah 
dipahami dan ditanda tangani serta diketahui oleh kepala dinas 
yang bersangkutan, maka dapat dikatakan kinerja tersebut telah 
menggambarkan program-program yang menjadi kewajiban 
daripada SKPD tersebut. .. 

Hal ini juga tergambar dari wawancara peneliti dengan narasumber dari 

Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam kutipan wawancara 

berikut ini : 
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... Perhatian Kepala Daerah masih belum khusus masih belum 
maksimal untuk LPPD ini, masih fokus pada keuangan, karena 
kalau kita berbicara masalah keuangan banyak hal terkait. Tetapi 
dalam hal penyelenggaraan pemda yang seharusnya ini menjadi 
rapornya benar-benar rapor. Kita berbicara pelayanan pemda 
kelihatan disitu semua. Saya harap pemda bisa memberi perhatian, 
karena LPPD merupakan rapor ... 

Berdasarkan basil wawancara diatas dapat dipahami bahwa LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara cenderung kurang mendapat perhatian utama 

dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering 

dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat 

daerah terkait. sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. Selain 

itu juga berdasarkan basil penelitian diatas, dapat dimaknai bahwa 

komitmen, perhatian clan pemahaman pimpinan perangkat daerah dan tim 

penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata. Hal ini 

diketahui dari adanya pergantian personil penyusun LPPD setiap tahun dan 

anggarapan terlalu banyaknya laporan yang harus disampaikan kepada 

pemerintah pusat selain LPPD. 

Selanjutnya terkait dengan dukungan sarana dan prasarana 

penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. berdasarkan hasil observasi 

lapangan dijumpai bahwa selain adanya dukungan personil dari masing· 

masing perangkat daerah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan 

Gubemur Kalimantan Utara, juga telah dianggarkan dalam APBD Provinsi 

Kalimantan Utara yang dialokasikan pada anggaran Biro Pemerintahan 

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Katimaantan Utara. Alokasi anggaran 
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ini diperuntukkan untuk honorarium Tim Penyusun LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara, biaya makan clan minum rapat, biaya narasumber 

kegiatan bimingan teknis, biaya fotokopi dan cetak buku LPPD, biaya 

publikasi LPPD di media rnassa serta biaya perjalanan dinas ( observasi 

terhdap DPA program penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, 12 

Oktober 2018). 

Adapun keputusan Gubemur di maksud adalah keputusan Gubemur 

Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.34612018 Tanggal 2 April 2018 tentang 

Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2018. Tim ini memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mengadakan rapat tim dan pembagian tugas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing; 

b. Menghimpun, menginventarisir, mengelola dan menganilisis data dan 

bahan laporan dari masing-masing perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Katirnantan Utara dan Kabopaten/Kota se -

Kalirnantan Utara sesoai dengan togas dan fungsinya masing-masing; 

c. Menyuson LPPD Provinsi Kali man tan Utara Tahon 2017 sesoai 

dengan PP Nomor 3 Tahon 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, 

LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat; 

d. Sekretariat Tim Daerah bertogas membanto kelancaran togas tim 

berkedodokan di Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara. 
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Dari basil penelitian di atas dapat dimaknai bahwa dukungan 

sarana dan prasarana dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

telah dialokasikan dan dilaksanakan. Jika kita mengkaitkan dengan 

evaluasi kontek penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, khususnya 

terkait dengan komitmen pimpinan terkait metode clan prosedur/metode 

penyusunan dan reaksi dari para stake holder dalam penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara telah dialokasikan dengan segala keterbatasan 

ketersediaan somber daya yang yang dimilki oleh Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

3. Evaluasi Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Provinsi Kalimantan Utara 

Evaluasi proses dalam penelitian ini menunjuk pada apa kegiatan 

yang dilakukan dalam program, siapa yang ditunjuk sebagai 

penanggungjawab program, dan kapan kegiatan akan selesai. Evaluasi 

proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara ini diarahkan pada 

seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan LPPD sudah 

terlaksana sesuai dengan rencana. 

Dalam kaitannya dengan hal ini, dalam pembahasan ini akan 

disajikan satu persatu guna memudahkan pemahaman tentang evaluasi 

proses LPPD itu sendiri. Dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan 

Utara telah disusun jadwal tahunan sebagai patokan dan dasar kerja 

penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Jadwal dimaksud disajikan 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 
Jadwal Pelaksanaan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

-
Peni>elajaran Penyusunan LPPO 

3 enyusunan ()aft SI< TIM 

4 Rapa!Pemben~TrnLPPD 

5 Pet9J~ data dan lnformasl pendliung penyusunan LPP 

6 Rapa!TeknisTmLPPD 

7 Penyusooan Drall LPf'D 

8 BIMTEK LPPD 

10 PeijDdan Bi.tu LPPD 

11 ~ LPPO kepacll Ment911 Dakin Negerl 

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan apakah penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 

berikut ini disajikan hasil wawancara dengan Tim Penyusun LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun 

LPPD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam proses 

penyusunannya oleh Pemerintah Pusat seperti yang dijelaskan dalam 

wawancara peneliti dengan narasumber dari Auditor BPKP Provinsi 

Kalimantan Utara : 

... Kalau kita bicara waktu, 31 maret ada waktu sepertiga tahun. 
Berbeda dengan laporan keuangan, sama tanggal ketoknya yaitu 31 
maret. Namun keuangan menunggu putus waktu baru mereka bisa 
membuat laporan keuangan, tapi khusus LPPD itu bisa disusun 
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mulai dari pertengahan tahun bersangkutan, masih bisa disusun 
pertengahan tahun, triwulan ketiga, triwulan keempat, mulai dari 
kolektivitas data hingga validasi data ... 

Demikian halnya dengan pendapat dari Kepala Bagian Otonomi 

Daerah yang menyatakan bahwa : 

... kita berusaha menyelesaikan sesuai jadwal yang telah 
ditentukan. Menurut saya, yang pentingjadwal tercapai dulu seperti 
itu sih .. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan 

Pelaporan, yang menyatakan bahwa : 

... Deadline kita biasanya di bulan Maret, katakan LPPD 2017 
deadlinenya di Maret 2018, katakan ada bebempa data yang baru 
dikatakan valid, contohnya data dari disdukcapil itu nanti bisa 
dikatakan valid baru di bulan-bulan juli, itu juga kesulitan kita 
untuk menentukan kevalidan, sedangkan sumber data dari SKPD 
itu juga lam bat datangnya. 

Ketepatan waktu penyelesaian penyusunan LPPD ini sendiri juga 

dipengaruhi oleh banyaknya Indikator Kinerja Kunci yang hams diisi oleh 

daerah, hal ini berpengaruh kepada waktu penyelesaian LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara sendiri, ini tercermin dari hasil wawancara dengan 

narasumber penelitian Sekretaris Bappada Provinsi Kalimantan Utara: 

... kalau menurut saya harus sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan dalam menyelesaikan pengisian indikator sebanyak 716-
an. Walaupun harus diakui hampir semua semua SK.PD mengalami 
kesulitan dalam menyediakan data-data yang diminta. 

Lalu terkait dengan keterlibatan personil dalam penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara memang dapat dikatakan belum dapat berjalan 
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sebagaimana mestinya, seperti yang telah diungkapkan salah satu 

narasumber penelitian yaitu Sekretaris Bappeda dan Litbang : 

... menurut saya tidak boleh cuman satu, tidak boleh satu, harus 
lebih karena Backup pertama kemudian kalau saya pindah , yang 
kedua kalau pas dia tidak berada di tempat , yang ketiga bisa lain
lain lagi. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian 

Otonomi Daerah, yaitu : 

.... kalau tim penyusunnya memang yang kerja kita-kita, saya yak.in 
data sudah hampir 90 % disediakan teman-teman SK.PD, walaupun 
dalam tanda kutip masih ada sekedar ada. Tapi yang berasal dari 
SK.PD saya yak.in lebih dari satu orang walaupun yang tercantum 
dalam SK Gubemur hanya satu orang ... 

Hal tersebut didukung oleh pemyataan dari Kepala Sub Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan Biro Pemerintahan Umum, yaitu : 

..... Menurut saya sesuai dengan SK yang sudah di tetapkan oleh 
Gubemur, memang ada penambahan staf dalam penyusunannya 
tapi pada masing-masing SKPD dan tidak dimasukkan dalam SK 
Gubemur .. 

Demikian juga dengan pemyataan dari staf Penyusun LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa : 

... Sangat diperlukan energi yang besar, karena dengan melihat 
pegawai yang kurang dalam penyusunan LPPD ini. Diharapkan 
untuk menambah personil/pegawai dalam penyusunan LPPD ini 
sehingga pekerjaan yang berat dapat terbagi dengan merata, efektif 
dan efisiensi. .. 

Dari basil observasi lapangan yang dilakukan pada saat 

pelaksanaan coaching clinic penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

tanggaal 12 Februari 2018 di Hotel Padmaloka Tarakan, penyusun 

memahami bahwa peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut melebihi 
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dari alokasi peserta yang disediakan dan kecenderungan masing-masing 

perangkat daerah menugaskan lebih dari satu orang untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. Dengan jumlab peserta yang lebih banyak dari jumlah 

Tim LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam Keputusan 

Gubemur, mengakibatkan tenaga yang ditbutuhkan alcan lebih banyak dari 

alokasi kebutuhan tenaga yang disediakan. 

Terkait dengan kesanggupan personil dalam Penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara sendiri sebenamya sudah dialokasikan personil 

yang dituangkan dalam keputusan Gubemur tentang Tim Penyusun LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara. Namun demikian dalam pelaksanaanya, 

personil yang terlibat dalam penyusunan LPPD ini melebihi dari yang 

seharusnya. 

Selanjutnya dari basil penelitian lapangan juga dijumpai bahwa 

dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tidak dilakukan self 

assessment oleh pihak Inspektorat dan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian 

Evaluasi clan Pelaporan, yaitu : 

untuk tahun ini tidak dilaksanakan self assessment dikarenakan 
selain belum dinilai oleh pemerintah pusat, alokasi anggaran juga 
tidak tersedia untuk kegiatan itu .. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber yang 

berasal dari Inspektorat provinsi Kalimantan Utara : 

LPPD tahun ini tidak dilaksanakan self assessment, selain tidak ada 
permintaan dari Biro Pemerintahan juga kami menyadari bahwa 
penyusunan LPPD tahun ini belum dinilai oleh pemerintah pusat. 
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Selain itu juga, karni juga sangat disibukkan dengan penilaian
penilaian LAKIP provinsi dan lakip kabupaten/kota. 

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Otonomi Daerah menyatakan 

bahwa: 

Susah untuk dilakukan self assessment. Data-data yang kami terima 
baru terkumpul pada pertengawan maret Selain tidak ada waktu 
lagi, kami harus segera menyampaikan draft LPPD kepada Bapak 
Gubemur clan meminta tanda tangan beliau ini susah sekali karena 
kesibukannya. Belum lagi kami harus mempublikasikannya. Selain 
itu juga alokasi anggaran sets assessment untuk tahun ini tidak ada. 
Jadi kami mengoptimalkan yang ada saja. 

Dari penelitian dia atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. personil yang telah 

ditugaskan melakukan penyusunan LPPD Provinsi Kalimatan Utara 

memerlukan dukungan personil lain. Selain itu juga, diketahui bahwa 

penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tidak dilakukan self 

assessment dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan. 

Terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan maksimal sarana dan 

prasarana yang ada, dari has ii observasi lapangan tanggal 25 April 2018 

diketahui bahwa dalam penyusuann LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

hanya menggunakan 2 buah computer yang kadang-kadang mengalami 

kendala. Selain itu juga, penggunaan teknologi internet clan WA sangat 

membantu dalam berkomunikasi staf Sekretariat Penyusun LPPD di Biro 

Pemerinthan Umum dengan Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

yang berasal dari SKPD. 

 
43732.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



133 

Selain itu juga, evaluasi proses juga dimaksudkan untuk 

mengetahui hambatan-hambatan dalrun penyusunan LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara, berikut disajikan basil wawancara dengan Kepala Biro 

Pemerintahan Umum bahwa: 

... Akuntabilitas kan maksudnya bentuk pertanggungjawaban y. 
Menurut saya iya, bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah 
Provinsi Kalimantan Utara kepada pemerintah pusat dan kepada 
masyarakat. saya lupa tanggalnya, namun kita pemah menerbitkan 
di media massa radar Tarakan terkait JLPPD. Sedangkan 
penyampaian ke pusat dilaksanakan akhir maret. Untuk sisi 
keunggulan data, kami hanya tergantung pada SKPD masing
masing ... 

Demikian juga halnya pendapat Kepala Sub Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan: 

... Tujuan kita adanya atensi yang maksimal, perhatian yang 
maksimal itu kita alcan mewujudkan sebuah laporan kinerja yang 
betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, yang akurat, valid, 
sehingga bisa dipergunakan sebagai sumber data bagi tiap-tiap 
yang membutuhkan data terkait kalimantan utara, dengan 
memperlihatkan LPPD kita, disana sudah bisa menemukan semua 
infonnasi. Walaupun harus diakui untuk saat ini saya belum yakin 
sepenuhnya LPPD sebagai laporan kinerja yang sesungguhnya ... 

Kemudian tanggapan terhadap LPPD Provinsi Kalimantara 

tercennin dalam basil wawancara dengan Auditor BPKP Kalimantan 

Utara: 

... Untuk profit saya melihatnya sudah, untuk digambarkan sebagai 
profil. Isi-isi LPPD itu sudah menggambarkan keadaannya seperti 
ini, kita terlepas dari materi, apakah itu benar atau tidak. tapi saya 
pikir ini profilnya sudah seperti ini. Kita membaca LPPD sudah 
bisa menggarnbarkan bahwa luas wilayah kinerja sekian-sekian. 
Menurut saya itu sudah bisa menggambarkan profil daerah. 
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Berdasarkan basil wawancara penelitian diatas dapat dilihat bahwa 

LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih sebatas menggambarkan profit 

daerah Provinsi Kalimantan Utara saja, namun belum maksimal 

menyentuh kepada kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. Padahal, LPPD merupak:an sebagai salah satu bahan evaluasi untuk 

keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah, yang idealnya 

memberikan gambaran secara menyeluruh perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. 

Selanjutnya, kendala yang ditemui berdasarkan hasil penelitian 

adalah indikator LPPD yang berubah-ubah. Hal ini tercennin dari basil 

wawancara dengan Kepala Bagian Otonomi Daerah sebagai berikut : 

... indikator atau instrumennya sudah ditentukan dari pusat. 
Walaupun setiap tahun ada perubahan atau penyesuaian indikator 
tapi tidak banyak. dan itu adalah efek dari peningkatan dari 
temuan-temuan atau penga1aman-pengalaman. Dikarenakan adanya 
perubahan-perubahan setiap tahun, maka OPD dalam menjawab 
juga terkesan tidak maksimal dan memulai mencari data yang 
diminta lagi. .. 

Berubah-ubahnya indikator penyusunan LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara membuat metode pengumpulan data juga menjadi 

terkendala. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Sub Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan : 

... Terus terang kita masih terkendala metode pengumpulan data, 
untuk menjurus ke sana kita bertahap, dan mudah-mudahan tahun 
depan ketika kita sudah dinilai kita dapat mewujudkan hat 
pengumpulan data yang lebih baik. 
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Penyusunan LPPD juga memerlukan perhatian dan pemahaman 

dari pimpinan terutama dari level pimpinan Kepala Organisasi Perangkat 

Daerah. Karena penilaian yang dilakukan adalah kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah. Sejauh ini pemahaman para pimpinan masih sangat 

terbatas, selain itu juga pandangan tentang pentingnya LPPD masih kecil 

dibandingkan dengan LAKIP, padahal filosofinya adalah LPPD adalah 

merupakan induk dari segala laporan kinerja Pemerintah. Hal ini dikutip 

dalam basil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Otonomi 

daerah: 

... saya yakin pimpinan SKPD paham, tapi action-nya sampe detik 
ini saya merasa ini semua belum jadi sesuatu yang pokok, artinya 
masih ada kepentingan yang masih besar lagi dari LPPD yang perlu 
dijadikan prioritas, padahal sebenamya LPPD ini etalase 
pemerintah daerah. Kalan seorang pimpinan paham detail A sampai 
Z tentang LPPD ini dia bisa cerita tentang daerahnya secara luas. 

Hal tersebutjuga terungkap dalam wawancara dengan Kepala Biro 

Pemerintahan Umum yang berpendapat bahwa : 

.... untuk diketahui oleh pimpinan saya rasa udah tahu. Merekajuga 

sudah mengarahkan stafnya untuk terlibat dalam Tim LPPD sesuai 
surat pennintaan sebagai anggota Tim Penyusun LPPD yang kita 
kirimkan. Saya melaporkan perkembangan penyusunan LPPD pada 

rapat staf eselon 2 dengan pak Gubemur. Ada waktu tertentu saya 

menghadap beliau menyampaikan progress LPPD, dan beliau 
paham dan mengerti tentang LPPD karena beliau dulu pemah di 
Bappeda. Tapi beliau berpendapatjika dibandingkan dengan daerah 
lain, maka kita akan ketinggalan karena kita masih baru. Kalau 

dinilai pun kita akan di bawah peringaktnya. Di sisi lain, beliau 

mengharapkan pelaporan EPDOB terhadap 10 aspek 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperkuat. Karena ini 
adalah tahun terakhir kita berstatus DOB, dan akhir tahun nanti 

akan keluar nilai kita tentang laporan DOB ... 
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Dari basil penelitian, dilapangan didapati bahwa banyak terjadi 

duplikasi pennintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, 

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat 

parsial clan lain-lain. Hal ini disebabkan beberapa pimpinan perangkat 

yang masih tidak mengetahui laporan LPPD masing-masing. Hal ini juga 

di konfmnasi oleh salah satu Narasumber Penelitian yaitu Kasubdit 

Dukungan Teknis clan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen IOtonomi 

Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam basil kutipan wawancara berikut 

ini : 

... banyak sekali LPPD yang dilaporkan tidak diketahui oleh kepala 
dinas yang bersangkutan, sehingga kinerja ynag dilaporkan tersebut 
apakah memang benar sudah sesuai dengan program yang 
ditentukan atau program yang menjadi kwajiban dinas yang 
dimaksud itu tidak dapat dikategorikan sudah maksimal tetapi 
apabila LPFD yang disusun dimaksud berdasarkan urusan telah 
dipahami clan ditanda tangani serta diketahui oleh kepala dinas 
yang bersangkutan, maka dapat dikatakan kinerja tersebut telah 
menggambarkan program-program yang menjadi kewajiban 
daripada SKPD tersebut ... 

Hal ini juga tergambar dari wawancara penetiti dengan narasumber dari 

Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam kutipan wawancara 

berikut ini : 

... Perhatian Kepala Daerah masih belum khusus masih belum 
maksimal untuk LPPD ini, masih fokus pada keuangan, karena 
kalau kita berbicara masalah keuangan banyak ha! terkait. Tetapi 
dalam ha! penyelenggaraan pemda yang seharusnya ini menjadi 
rapomya benar-benar rapor. Kita berbicara pelayanan pemda 
kelihatan disitu semua. Saya harap pemda bisa memberi perhatian, 
karena LPPD merupakan rapor ... 
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Berdasarkan basil wawancara diatas dapat dipahami bahwa LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara cenderung kurang mendapat perhatian utama 

dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering 

dijumpai adanya duplikasi pennintaan data dan laporan dari perangkat 

daerah terkai~ sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. 

Dari basil penelitian ditemukan bahwa terdapat kendala dalam 

menyamakan persepsi dan pemahaman tentang penyusunan LPPD 

Provinsi Kalimantan Utara, terutama dalam teknis penyusunan LPPD, 

serta seringnya susunan tim yang berganti-ganti setiap tahun. Hal ini 

disebutkan dalam wawancara salah satu narasumber penelitian yaitu 

Kepala Bagian Otda Provinsi Kalimantan Utara : 

... Jika hanya pendistribusian itu gampang aja. kan kita sudah ada 
teknologi. yang lebih penting adalah pemahaman akan konsep yang 
ada. Sehingga menurut saya diperlukan banyak pertemuan, dan saat 
ini memang itu minim yang kita lakukan ini. Artinya hal-hal seperti 
itulah yang perlu ditingkatkan sehingga diharapkan lambat laun, 
petugas itu paham dan diharapkan tidak bongkar pasang terus, 
paham nanti bongkar lagi, ganti orang baru lagi, perlu bimtek lagi 
clan sebagainya. 

Lebih lanjut basil penelitian dilapangan ditemukan bahwa proses 

penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum berjalan dengan 

maksimal. Hal ini dikarenakan belum semua Tim Penyusun LPPD 

berperan secara penuh. Hanya beberapa orang saja yang berfungsi sesuai 

dengan tugasnya di dalam tim penyusun. Selain itu, selama ini LPPD 

hanya dianggap sebagai kegiatan di akhir tahun saja, karena dianggap 
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hanya sebagai laporan fonnalitas saja. Kemudian dibutuhkan kerjasama 

yang baik dari semua pihak terutama Pimpinan Perangkat Daerah. Hal ini 

disebutkan dalam salah satu wawancara dengan Kepala Bagian Otonomi 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara, beliau juga memberikan saran untuk 

mengatasi kendala clan mempennudah tim penyusunan LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara dalam menyelesaikan LPPD tersebut, seperti dikutip 

dalam hasil wawancara berikut : 

... Upaya itu memang kita rencanakan dengan pihak Pemerintah 
Kabupatenlkota. Upaya dimaksud selain meningkatkan 
komunikasi, baik secara verbal maupun secara teknologi yang ada, 
kita berusaha membuat E-LPPD, semacam aplikasi E-LPPD 
sehingga diharapkan LPPD itu bukan kegiatan akhir tahun. tapi 
kegiatan sepanjang tahun. 

Meskipun dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 

Tahon 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala 

daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan umum di 

daerah, juga wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD), dan dipertegas dalam Pasal 73 ayat (I) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bahwa Kepala daerah 

yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi 

administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubemur dan oleh 

gubemur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota, 

kewajiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, tapi 

lebih menjadi tanggung jawab para pimpinan perangkat daerah. Pendapat 

senada juga diberikan oleh narasumber yang lain yaitu basil wawancara 

dengan Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Utara: 
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... Kepala daerah tidak bisa mengatur sendiri, kepala daerah punya 
pembantu-pembantu untuk bisa melaksanakan program
programnya baik itu programnya sendiri maupun program nasional 
yang hams dijalankan oleh pemerintah daerah, dia punya 
pembantu-pembantu seperti kepala dinas, kepala badan, aparat
aparat yang ada di pemda Seharusnya dia mengkomunikasikan di 
awal bahwa LPPD ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan 
saya, ini harus dikomunikasikan dengan dia, dia juga harus 
mempush kinerjanya dia. Ayo dong Japorin kinerja saya yang 
sebenamya, jangan kalian buat yang istilahnya gak sebenamya 
yang sebenamya itu ada. Jadi tolong dong ayo bantu saya untuk 
melaporkan kinerja saya, sehingga saya tahu mana-mana kinerja 
yang perlu saya tingkatkan. Saya berharap kepala-kepala daerah ini 
punya fokus disitu, sebenamya untuk dia sendiri, untuk pencitraan 
dia kepada masyarakat. Dia juga punya bahan-bahan evaluasi 
disitu, dan hams di dorong ... 

Sejauh ini, berdasarkan basil penelitian, LPPD Provinsi Kalimantan 

Utara cenderung kurang mendapat respon dari unsur pimpinan perangkat 

daerah. Kemudian Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang 

berasal dari Perangkat Daerah, cenderung hanya mulai aktif dan perduli 

dalam pengisian kuisioner dan data-data LPPD menjelang akhir tahun dan 

awal tahun saja. Hal ini menunjukkan IKK-IKK dalam LPPD kurang 

mendapatkan kontrol dan usaha peningkatan capaian kinerjanya dalam 

pertengahan tahun, karena hanya disandingkan dengan capaian tahun 

sebelumnya pada periode yang sama 

Selanjutnya respon Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

berikutnya adalah melakukan konsultasi terhadap pemerintah pusat terkait 

substansi LPPD, khususnya ini tentang lambang kepemerintahan, 

keuangan, kepegawaian, pelayanan publik dan kelembagaan, berdasarkan 

LPPD, walaupun masih belum maksimal. Hal ini terdapat dalam salah satu 
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kutipan wawancara dengan narasurnber penelitian Kepala Bagian Otonomi 

Daerah sebagai berikut : 

... sebetulnya kalau khusus untuk memenuhi laporan LPPD sendiri 
memang tidak sering berkonsultasi. ketika kita berkomunikasi 
dengan pusat apapun bentuknya konsultasi dan kordinasi ke 
pemerintah pusat memang pemah kita lakukan, tapi intensitasnya 
kurang terkait dengan indicator kinerja kunci dalam LPPD. 
Konsultasi dilakukan hanya terkait bagaimana cara menghimpun 
LPPD agar sesuai dengan manual LPPD. 

Kewajiban menyampaikan laporan kepala daerah kepada pemerintah 

pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi. Laporan 

dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Infonnasi LPPD. Bagi Pernerintab 

Pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan 

pembinaan terhadap pemerintah daerah. Jadi ini merupakan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini menepis anggapan 

bahwa proses pelaporan ini memberatkan Pemerintah Daerah. Ini terkutip 

dalam hasil wawancara penelitian dengan Kasubdit Dukungan Teknis dan 

Dokumentasi Kemendagri : 

... Saya rasa tidak, sementara ini dari 33 Provinsi tidak ada yang 
mengeluh, masih berjalan dan saya rasa justru membantu untuk 
mengontrol anggaran, menyesuaikan dengan kinerja anggaran 
yang telah ditetapkan lebih gampang misalnyajalan mantap sekian, 
jalan sedang sekian, jalan rusak sekian. Itu sudah dianggarkan 
tahun depan sudah dapat diukur ... 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Biro Pemerintahan Umum yang 

menyatakan : 

.. Tidak boleh bilang berat. ini kewajiban kita melaksanakan 
undang-undang. harus berusaha semaksimal mungkin .. 
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Berdasarkan basil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa hambatan

hambatan dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara 

diantaranya kurangnya perhatian dan pemahaman pimpinan perangkat 

daerah dan tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum 

merata, Indikator kinerja Kunci pada LPPD yang berubah-ubah setiap 

tahun, pergantian personil Tim Penyusun LPPD dari perangkat daerah, dan 

duplikasi laporan-laporan selain LPPD yang harus disediakan oleh 

perangkat daerah dengan format yang berbeda serta metode pengumpulan 

data oleh perangkat daerah yang belum optimal. Jika dikaitkan dengan 

makna dari evaluasi proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, 

penjelasan-penjelasan yang disajikan dapat menjawab dan mengarah pada 

seberapa jauh kegiatan penyusunan LPPD dilaksanakan berdasarkan 

rencana clan dokumen formal latar belakang pelaksanaan penyusunan 

LPPD Provinsi Kalimantan Utara. 

4. Evaluasi Produk Penyusuoan La po ran Penyelenggaraan 

Pemerintaban Provinsi Kalimantan Utara 

Evaluasi produk merupakan merupakan penilaian yang dilakukan 

guna melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program. Dalam ha! ini adalah 

penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Dalarn kaitannya penelitian 

ini, penyusun evaluasi produk terhadap tujuan Penyusunan LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara yaitu LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang valid dan 

ketepatan penyampaian kepada pemerintah pusat. 
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Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tujuan dari 

disusunnya LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum dapat tercapai dengan 

dibuktikan masih dijumpai IKK-IKK dalam LPPD Provinsi Kalimantan 

Utara yang masih berstatus TD! atau tidak dapat diidentifikasi (belum 

valid). Ini adalah salah satu kendala yang harus dibenahi. Hal ini searah 

dengan basil wawancara dengan narasumber penelitian Kepala Biro 

Pemerintahan Umurn Setda Provinsi Kalimantan Utara : 

.. Untuk valid, masih perlu diperbaiki, sedangkan 
dipertanggungjawabkan ya harus. Karena LPPD ini sumbemya dari 
OPD yang mengelola penyelenggaraan masing-masing urusan wajib 
dan pilihan. Kita hanya menerima dari OPD lalu mengolah data-data 
tersebut menjadi LPPD 

Demikian juga pendapat dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi 

Kalimantan Utara : 

... Masih bisa dan perlu dibenahi, kalau IKK ini sesuai UU Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah. Kalau misalnya Peraturan 
Pemerintah pengganti PP 3 Tahun 2007, maka LPPD nya sudah jadi 
ini akan lebih tajam lagi, Jika IKK sesuai dengan anggaran jika lebih 
rinci akan lebih gampang mencari data dukung, sehingga angka atau 
nilai IKK nya akan lebih tinggi lagi. .. 

... salah satunya yang kongkrit yaitu infrastruktur. kondisi jalan yang 
mantap itu memang jelas kelihatan hasilnya sesuai yang telah 
diterangkan pak Sekda, kondisi IKK sudah jelas kelihatan. Dari faktor 
infra struktur sudah mencapai beberapa persen sudah bagus ... 

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Bagian Otonomi 

Daerah yang berpendapat bahwa : 

.... Kalau dipertanggungjawabkan iya, tapi kalo valid memang realnya 
belum karena masih ada data-data yang cara pegisiannya di estimasi. 
Hal ini dikarenakan Kaltara masih merupakan DOB sehingga data itu 
masih belum terdokumentasi dengan baik, yang mengakibatkan 
penginputan dan pengumpulan data yang dilaksanakan oleh rekan· 
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rekan SKPD itu belum maksimal. Saya yakin suatu saat akan 
maksimal yang harus diakui memang perlu proses lagi. 

Demikian juga dengan pendapat dari Sekretaris Bappeda Provinsi 

Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan 

Utara belum valid, sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini : 

Kalau dari sisi validasi nya menurut saya, bisa ya bisa tidak, karena 
setiap SKPD itu diminta untuk menyampaikan laporannya sesuai 
dengan indikator yang disampaikan. Menurut saya kadang-kadang 
data-data yang harusnya berasal dari BPS itu diakomodir, namun 
kenyataanya LPPD tidak boleh menampilkan data dari BPS kecuali 
PDRB saja. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Kepala Sub Bagian 

Evaluasi dan Pelaporan Biro Pemerintahan Umum yang menyatakan bahwa: 

..... Saat ini kita menyusun LPPD sebagai pembelajaran sebagai tahun 
depan. Tahun depan baru dilaksanakan penilaian. tahun ini menyusun 
sekaligus pembelajaran. Tahun ini datanya valid presentasinya 80-
90%. 

. . ... Bel um bisa dijadikan tolak ukur. Dikarenakan LPPD saat ini 
masih dalam tahapan pembelajaran, belum dinilai. 

Demikian juga berdasarkan basil observasi lapangan pada saat 

pelaksanaan validasi LPPD Kabupaten dan kota, yang merupakan bagian 

dari LPPD Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2018 di 

Hotel Duta Kota Tarakan. Pada observasi tersebut ditemukan bahwa pada 

saat paparan basil validasi oleh Timnas EPPD, terdapat angka-angka yang 

ekstrim antara IK.K-IKK yang sama pada masing-masing LPPD kabupaten 

kota. 
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Dari basil pene1itian memiliki kecenderungan bahwa LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara masih belum sepenuhnya valid sehingga mengakibatkan 

kesulitan pada saat validasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Dengan sulit 

dilakukan validas~ maka data yang disajikan yang merupakan dasar untuk 

melaksanakan pembinaan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

menjadi kurang valid. 

Dari basil penelitian juga ditemukan bahwa LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara cenderung kurang mendapat perhatian utama dari unsur 

pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering dijumpai adanya 

duplikasi pennintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, 

sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. 

Duplikasi pennintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, 

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial 

dan lain-lain. Seperti yang diungkapkan narasumber penelitian dari Auditor 

BPKP Provinsi Kalimantan Utara: 

... Sampai saat ini saya melihat itu belum, karena seperti ini raportnya 
pemda dimata pusat tiga sampai empat, ada LAKIP, LPPD ada 
Laporan Keuangan. Yang masih menjadi acuan yang selalu dikejar 
pemda agar baik di mata pusat sejauh ini masih pada laporan 
keuangan, LAKIP belum dilihat sama sekali, sehingga dalam hal ini 
pemda masih belum serius untuk mengejar itu. LAKIP juga, LPPD 
juga. Menurut saya seperti itu, belum rnenggambarkan bukan berarti 
tidak, tapi dibeberapa daerah itu sudah menjadi ha! yang penting 
untuk diperhatikan. Jadi mereka benar-benar untuk bisa dapat kinerja 
seperti apa, nyata hasilnya. 
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Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Sekretaris Bappeda 

Provinsi Kalirnantan Utara Daerah, yang menyatakan bahwa : 

.... Saya be I um berani mengatakan sebagai induk segala laporan, 
tapi menurut sayajika mau diarahkan kesitu bisa saja diwujudkan. 

LPPD yang seharusnya menjadi induk segala laporan juga belum 

sepenuhnya tercapai, sesuai dengan basil wawancara penelitian dengan 

BPKP Provinsi Kalimantan Utara : 

... Kita berbicara laporan, kita mengesampingkan kinerja yang 
sebenamya. Kalau berbicara laporan LPPD ini sudah mencakup 
hampir semua laporan yang ada, dari keuangan, kinerja, pejabat 
pelayan publik. Kalau sekarang berbicara Kaltara saya pikir untuk 
menggambarkan keseluruhan laporan sudah menyerempet 
walaupun kita berbicara tidak seluruhnya, karena sekali lagi kita 
berbicara rnasalah data ... 

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian Inspektorat yang mengungkapkan ada laporan-laporan lain 

yang terpisah dari LPPD Provinsi Kalimantan Utara yaitu LKPJ, LKPD 

dan LAKIP , sebagai berikut : 

Kalau keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, LPPD ini kan 
jadi evaluasi kita karena setelah dilaporkan tidak cukup sampai 
dilaporan alcan tetapi akan dievaluasi clan ada tindak lanjut dari 
hasil evaluasi. Nah memang kalau LPPD ini digunakan sebagai 
ukuran keberhasilan sudah menggambarkan capaiannya, tapi kan 
evaluasinya dari sisi penghimpunan sampai dengan evaluasi itu 
yang tidak memberikan gambaran. Karena dibandingkan 3 laporan 
lainnya, LKPJ, LKPD dan LAKIP, LPPD ini seharusnya memiliki 
nilai jual yang tinggi, karena dia tidak menggambarkan input terus 
output, tapi dia menggambarkan outcome. 

Lebih lanjut berbagai saran upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas dari LPPD itu sendiri yaitu meningkatkan peran 
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dan kinerja tim penyusunan LPPD, kemudian memastikan data yang 

diberikan oleh masing-masing SKPD valid dan akurat. Hal ini sejalan 

dengan pendapat dari Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi 

Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah dalam kutipan wawancara 

dengan peneliti yaitu: 

... saran kami kepada tim daerah ataupun tim penyusun LPPD untuk 
dapat senantiasa meningkatkan kinerja penyusunan LPPD nya yang 
pertama sekali dilakukan assessment ataupun evaluasi mandiri 
secara berjenjang yaitu evaluasi mandiri yang dilakukan pada saat 
LPPD belum disusun oleh pemerintah daerah melalui 
penggabungan seluruh penanggung jawab yaitu kasubag program 
di seluruh SKPD untuk bersama sama menyatakan maupun 
menyamakan visi dan misi terkait masalah tugas pokok dan fungsi 
SKPDnya ,yang kedua lakukan juga self assessment diproses 
penyusunan LPPDnya yang berfungsi untuk melihat apakah 
masing-masing SKPD telah menyampaikan laporan kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerahnya berdasarkan urusannya clan 
yang ketiga lakukan self assessment pada saat finalisasi 
penyusunan LPPD sebelum LPPD ditanda tangani oleh kepala 
daerah ... 

Selanjutnya pemahaman mendalam bagi tim penyusun LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara, tennasuk juga di tataran pimpinan sangat diperlukan. Hal ini 

disebutkan narasumber dalam kutipan wawancara penelitian yaitu Sekretaris 

BAPPEDA clan LITBANG Provinsi Kalimantan Utara: 

... kalau menurut saya, pertama pendalaman dalam laporan itu sendiri, 
tapi ini bukan hanya untuk daerah, tapi menjadi masukan ke 
pemerintah pusat, kedua dalam sistem penerapannya, timnas maupun 
timda itu harus betul-betul paham apa yang harus kita tuangkan dalam 
Laporan , ketiga terkait dengan ke-valid-an data ini tidak hanya di 
karang-karang, harus rasional. Tim Penyusun LPPD di SK.PD harus 
bisa sudah menyiapkan data-data itu jauh sebelum bulan Maret setiap 
tahun. 

 
43732.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



147 

Hasil observasi di lapangan pada tanggal 18 Oktober 2018 pada rapat 

Kerja Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Swissbell 

Tarakan. menunjukkan bahwa pemahaman tim penyusun LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara masih belum mendalam. Hal ini diketahui adanya pertanyaan 

dan fakta adanya personil yang dilibatkan dalam Penyusunan LPPD baru satu 

minggu sebelurn pelaksanaan rapat kerja LPPD Provinsi Kalimantan Utara. 

Selain itu juga dalam presentasi narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, 

diungkapkan data-data LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang tidak 

teridentifikasi dikarenakan tidak ad.a angka-angka capaian kinerjanya. 

Selanjutnya terkait dengan ketepatan indikator, Pemerintah pusat telah 

berusaha merancang indikator-indikator yang mencakup sinkronisasi 

pelaksanaan pembangunan nasional clan daerah, kewenangan keuangan. 

layanan publik, kepegawaian dan kelembagaan. Terutama terkait urusan 

pelayanan publik. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan salah satu 

narasumber penelitian dari Auditor BPKP : 

... Saya melihat dari indikator-indikator yang sudah ada baik itu pada saat 
penyusunan maupun pada saat evaluas~ kalau indikatomya saya pikir 
sudah mendekati tepat, karena semua itu bisa dipakai dan dia 
memberikan urusan wajib, urusan pilihan yang bisa menjadi pokok 
perhitungan pada saat evaluasi dan itu bisa tidak menjadi pokok 
perhitungan. Contoh transmigrasi itu bisa diambil bisa tidak, akan tetapi 
dengan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan memberikan bobot 
tinggi. Karena intinya pemda adalah memberikan pelayanan publik ... 

Selanjutnya, untuk ketepatan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan 

Utara terhadap manual yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dari basil 

penelitian ditemukan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum 
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memenuhi kaidah manual penyusunan LPPD yang telah diterbitkan 

Kementerian Dalam Negeri, sehingga LPPD sulit untuk dilakukan validasi. 

Meskipun begitu, penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikutip dari basil wawancara 

penelitian dengan narasumber penelitian dari Auditor BPKP : 

... Untuk penyusunan saya melihat tiga tahun belakangan ini sudah sangat 
baik, kemajuannya pesat. Kalau <lulu, penyusunan LPPD dipedomannya 
jelas tetapi ketika kita menyusun susah. Contohnya, dulu itu ada 
indikator jumlah barang yang dikuasai oleh SKPD, kalau tahun lalu 
isinya masih unit, berapa unit yang dipakai, sekarang sudah pakai rupiah, 
ini sudah cukup baik dan sudah sesuai denga pedoman ... 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sering dijumpai adanya 

duplikasi pennintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga 

LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tidak. dapat berjalan optimal. Duplikasi pennintaan 

laporan atau data itu berupa laporan LPPD, LAKIP, LKPJ, TEPRA, Laporan 

Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-

lain. Ini menyebabkan LPPD yang seharusnya menjadi induk segala laporan 

jadi kurang diperhatikan. Ini tercennin dalam hasil wawancara dengan 

narasumber penelitian dari Kemendagri yaitu Kasubdit Dukungan Teknnis 

dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah: 

... Sebenamya semua bagus ini, tinggal mungkin koordinasinya aja antar 
KL kalau memang KLI itu sebenemya bagus walaupun Pennenpan 
kalaupun mereka bisa menyambungkan LPPD menyuport itu kalaupun 
LAKIP sendiri ada didalam LPPD dia menyuport kama Menpan sendiri 
merupakan timnas juga. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan bisa 
dijadikan satu, kamakan Menpan, PKN itu sebenamya tennasuk Timnas ... 
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... Fungsinya kalau dari LAKIP sama LPPD lebih komplit sebenarnya 
sama. LPPD sebenamya seluruh aspek, karena kalau LAKIP nilai dari 
seberapa banyak dia memberikan angga.ran misalnya kalau 90% sangat 
baik sudah, kama kalau LAKIP misalnya anggaran kita 1 juta jadi kalau 
bisa menghabiskan l juta, berarti I OOo/o dan sangat baik kinerjanya. 

Hal yang sama juga di ungkapkan dalam wawancara dengan 

narasumber penelitian dari Auditor BPKP : 

... Berbicara prioritas, sejauh ini dari saya melihat pemda khususnya di 
Kaltara mereka masih memfokuskan pada laporan keuangan LKPD, 
yang kedua itu adalah LAKIP, yang ketiga adalah LPPD, dan yang 
terakhir adalah TEPRA. Jadi LPPD masih dalam urutan yang agak 
bawah ... 

Lebih lanjut berdasarkan hasi observasi lapangan pada kegiatan Rapat 

Koordinasi Penyusunan LPPD Provins Kalimantan Utara Tahun 2018 pada 

tanggal 18 Oktober 2018 di Swiss Bell Hotel Tarakan, dapat diketahui dan 

mampu menjawab pertanyaan permasalahan mengapa LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara belum masuk dalam pemeringkatan secara nasional 

maupun adanya/terbitnya basil evaluasi atas LPPDnya, yaitu : 

a. Penyajian data LPPD Provinsi Kalimantan Utara tidak mencantumkan 

elemen pendukung (kosong), akan tetapi hanya menyajikan capaian 

kinerjanya saja; 

b. Berdasarkan hal tersebut, Timnas EPPD tidak dapat mengukur skor 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena data yang 

ditampilkan masih TDI (tidak teridentifikasi). Selain itu juga, laporan 

yang disampaikan tidak dirinci, sehingga sistem komputer operasional 

penilaian LPPD tidak dapat membaca atau menilai. 
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Dari berbagai penelitian diatas dapat dimaknai bahwa LPPD Provinsi 

Kalimantan Utara belum valid untuk sebuah laporan. Jika kita 

mengkaitkan dengan teori Gie dalam Badri Munir dan Sukoco (2007: 178) 

yang mensyaratkan kualitas yang harus dipenuhi sebuah laporan, yaitu : 

kecennatan (accuracy), ketepatan waktu (timeliness), kecukupan 

(adequacy), kesederhanaan (simplicity), kejelasan (clarity), dapat 

dijelaskan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara belumlah cennat, telah 

tepat waktu penyampaiannya kepada pemerintah pusat, belum cukup 

sebagai gambaran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, belum 

sederhana dengan banyaknya indikator kinerja kunci yang ada dan kurang 

cukup jelas karena menggambarkan profil dan capaian hasil kerja 

perangkat daerah secara umum. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan berdasarkan alat analisis 

dengan metode evaluasi CIPP (context, input. process and product), dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

l. Dalam ha! evalauasi konteks, penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan 

Utara merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2-14 dan 

secara teknis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 

2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD an ILPPD 

kepada Masyarakat. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini 

tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri. Selain itu juga telah dilakukan sudah 

dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, fasilitasi konsultasi, namun 

belum terlaksana secara maksimal dan masih sebatas pada tataran data 

apa yang perlu disediakan dan bukan bagaimana cara menyediakan 

penyediaan data serta bukan pada substansi bagaimana memperoleh data 

dan meningk:atkan kualitas data. 

2. Evaluasi input dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, 

bahwa komitmen pimpinan perangkat daerah masih kurang maksimal. 

Selain itu juga berdasarkan basil penelitian penyediaan sarana dan 

prasarana dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah 

dialokasikan dan dilaksanakan. 
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3. Terkait dengan evaluasi proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan 

Utara, pelaksanaan penyusunan LPPD disesuaikan dengan jadwal dan 

agenda yang telah disusun oleh Tim Penyusun LPPD. Keterlibatan staf 

dalatn penyusunannya melebihi alokasi stafyang ditugaskan. Penggunan 

sarana dan prasarana diupayakan optimal sesuai dengan kemampuan 

pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Serta berbagai hambatan 

dijumpai dalarn penyusunan LPPD itu sendiri berawal dari komitmen 

pimpinan yang kurang hingga duplikasi laporan sejenis yang sangat 

beragam. 

4. Evaluasi produk penyusunan LPPD Provinsi K.alimantan Utara diketahui 

bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah disampaikan kepada 

pemerintah pusat secara tepat waktu. Namun demikian dari sisi validitas 

sebuah laporan yang dihasilkan belumlah menjadi sebuah laporan yang 

valid. 

B. Saran 

Berdasarkan basil interpretasi data dan kesimpulan diatas, maka untuk 

bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

yang bersifat praktis dalam rangka terwujudnya peningkatan kebijakan 

penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 

1. Agar kebijakan penyusunan LPPD berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar 

mempersiapkan para pegawai dengan cara mengikutkan pada kursus· 

kursus atau pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan dan 

pengetahuan yang lebih mendalam di bidang tugasnya serta menerapkan 
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mekanisme kontrol yang tepa~ yang pada akhimya dalam penyusunan 

laporan kinerja dapat berjalan dengan optimal serta dapat 

dipertanggungjawabkan;. 

2. Guna memberikan laporan dan gambaran kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang lengkap dan komprehensif, maka regulasi 

terkait penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah dapat disinkronkan dalam satu satu kesatuan regulasi yang pada 

akhimya tidak terjadinya duplikasi laporan yang sejenis. Regulasi 

dimaksud dengan mengimplementasikan Pasal 69 ayat (2) Undang

Undang Norn or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah. Hal ini 

dilatarbelakangi masih adanya laporan yang sejenis LPPD yaitu LAKIP 

dan SAKIP. 

3. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan 

peranan informasi, memonitor secara langsung setiap pelaksanaan proses 

penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara mulai dari penjaringan data, 

self assessment, penyampaian laporan kepada pemerintah pusat, validasi 

dan klarifikasi LPPD hingga feed back atas penyusunan LPPD tersebut 

dapat tercapai. 

4. Agar setiap perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat 

menginternalisasikan indikator-indikator kinerja dalam LPPD pada setiap 

program dan kegiatan. Hal ini pada akhimya, akan terjadi peningkatan 

kualitas clan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah karena IKK

IKK yang telah menjadi target tersebut pada dasarnya adalah representasi 

dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri. 
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5. Menerapkan sistem yang lebih partisipatif clan komprehensif dalam 

penyusunan laporan kinerja dengan memanfaatkan teknologi infonnasi 

yang tersedia agar lebih tecipta sistem yang lebih mudah dalam 

pelaksanaan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

6. Agar LPPD provinsi Kalimantan Utara menjadi induk dari segala laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi salah satu bahan utama 

pembinaan penyusunan laporan-laporan penyelenggaraan pemerintaha 

daerah pemerintah pusat kepada daerah, maka kualitas data yang disajikan 

agar lebih dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan saran-saran 

sebelumnya 

Selanjutnya dalam rangka memberikan sumbasih terhadap dunia akademis, 

berikut ini disampaikan saran-saran akademis yaitu : 

l. Penelitian yang akan datang dalam pengambilan data lapangan perlu 

dengan observasi Japangan ke perangkat daerah dan pemerintah 

kabupaten/kota secara langsung sehingga analisis yang diperoleh lebih 

komprehensif. 

2. Penelitian ini belum komprehensif, dikarenakan hanya mengevaluasi 

proses clan output sebuah LPPD, belum mengevaluasi dampak dari 

penyusunan LPPD. Selanjutnya untuk kebutuhan penelitian selanjutnya 

bagi yang benninat meneliti evaluasi kebijakan dengan menggunakan 

pendekatan impact (dampak) dari sebuah kebijakan yang dirasakan oleh 

pemerintah dan masyarakat luas. 
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3. Keterbatasan dalarn penelitian ini adalah kemampuan peneliti yang hanya 

bisa mencapai informan tingkat pusat dan provinsi saja dikarenakan 

peneliti memiliki somber daya yang terbatas, maka untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk memperbanyak informan yang berasal dari 

kabupaten/kota untuk meningkatkan generalisasi basil penelitian. 
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